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PENDAHULUAN

1. Permasalahan : latar Belakang dan Rumusannya

Daxrl jaman dahulu hingga kini, laut terbykti telah
mempunyal berbagal macam fungsi, antara lain sebapgai sum-
ber makanan bagli umat manusia, sebagal ﬁrasarana bagi
transportasi dan perdagangan, sebagai sarana rekreasi,
sebagal sumber ilmu pengetahuan, serta sebagai alaf pae~-
mersatu bangsa., Sebagai prasarana bagi transportasi, laut
setiap saat selalu dipadati olen hilir mudiknya kapal-
'kapal yang mengangkut balk penumpang maupun barang darl
satu tempat ke tempat lain, Penggunaan kapal laut sebagai
sarana transportasl sudah dikenal sejak dahulu, dan merue- -
pakan sarana yang aman, murah, dan mudah,

Seiring dengan kemajuan jaman, pengangkutan dengan
menggunakan kapal iaut Juga ikut berkembang. Kapal tidak
hanya digunakan untuk mengangkut orang atau barang, me-
lainkan juga digunakan untuk mengangkut minyak bumi, gas
alam, dan bahkan nuklir serta bshan~bahan beracun dan
berbahaya lainnya yang mempunyai risiko tinggl. Kapal
Laut pula yang dipilih oleh Pemerintah Jepang sebagai sa-
rana bagl pengangkutan 30 ton plutonium dari Prancis me-
nuju Jepang, yang mulai dilakukan tahun 1992 dan akan
berakhir pada tahun 2010,
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Pada tanggal 8 November 1992, Akatsuki Maru, kapal
Jepang yang mengangkut 1,7 ton plutonium, mulal melakukan
pelayaran non-stop selama 59 hari dari Prancis menuju Je=- °
pang. Pengapalan pertama plutonium ini direncanakan untuk
bahan bakar bagl Reaktor Pembiak Cepat (Fast Breeder
Reactor) Monju, yang kemudian akan menghasilkan energi
listrik guna mencukupi kebutuhan listrik Jepang.2 Pluto-
nium ini diperoleh dari hasil daur ulang sampah nuklir
yang diproses di Reaktor Nuklif Cogema di La Hague, Pran=-
cis. Hal ini dilakukan karena Jepang tidak mempunyai Pa-
brik pengolah sampah nuklir yang dapat mendaur ulang
sampah nuklir menjadl plutonium, sehingga Jepang bekerja-
sama dengan Prancis yang dikenal memiliki reaktor nuklir
terbesar di Eropa, berdasarkan kontrak kerjasama senilai
US § 4.000,000.000,00 {(Empat milyar Dollar AS) atau seki-
tar Rp 8,000,000,000,000,00 (Delapan trilyun Rupiah)
unﬁuk mendaur ulang sampéh nuklir menjadi plu’conium.3
Berikut ini adalah pandangan Jepang terhadap kebu-
tuhan akan plutonium sebagai bahan bakar bagl reaktor pem-
biak cepat, yang disampaikan oleh Toichi Sakata, Direktur
pada Divisi Bahan Bakar Nuklir Lembaga Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Jepang, dalam wawancara dengan wartawan ma-
Jalah "Look Japan' Ryuko Iikubo yang menyatakan
All of the plutonium we're planning to use in Japan

ig spent fuel removed from our nuclear power reactors
through 'reprocessing' (the operation of separating
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uranium and plutonium from spent fuel), We can be
salf-gufficient in this material, because unlike
petrecleum, which has to be imported, plutonium is

an energy source that can be made in nu¢lear power
reactors. There are still technical and economic
problems that have to be resolved in the development

of the PBRs. The rationale for this becomes clear

when you think about world energy supplies 40 to 50
vears from now. In 2025, the global population will

be about 8,5 billicn, so unless you assume some very
optimistic conservetion targets, we are going to ses
energy consumption double or even triple. The industri
alized countries - the world's biggest energy consumers -
have to lessen thelr dependence on fossil fuels and,

if there are technologies that offer alternative stable
energy supplies, we should consider adopting them,
Solar energy, geothermal energy, wind power, and fuel
cells all offer potential energy options, and Japan

is probably making more of an effort to explore these
energy possibilities than any other couniry. Nuclear
gnergy development and the use of plutonium is a part
of such eftforts, If anyone can come up with the techno-
logy for safe plutonium utilization, it will havg

great significance for energy supplies globally.

Jepang menggunakan jalur laut bagl pengangkutan
plutonium karena pertimbangan terhadap faktor keselamatan,
keamanan, dan biaya yang lebih murah Jlka dibandingkan
dengan pengangkutan lewat udara. Keputusan Jepang ini
banyak mendapat reaksi keras dari negara-negara lain, ter-
utama negara-negara pantal yang kemungkinan laut terito-
rialnya akan dilewati Akatsukd Maru, Xekhawatiran negara-
negara tersebut terutama menyangkut faktor keselamatan
dan keamanan gselama. pelayaran, mengingat plutonium meru-
pakan bahan radioaktif yang sangat berbahaya. Hal lain
yang menjadl sorotan adalah pihak Jepang sangat meraha-

slakan rute pelayaran Akatsuki Maru dengan alasan untuk
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menjaga keamanan dan keselamatan Akatsuki Maru selama da-
lam pelayaran,

Menurut péra ahli, plutonium adalah radioaktif yang
paling beracun, bahkan yang paling berbahaya dibandingkan
dengan radioaktif lainnya, Beberapa mikrogram plutonium
bila terhirup dapat menyebabkan kanker paru~-paru, sedange
kan 10 kilogram plutonium cukup untuk membuat satu senja-
ta nuklir yang kekuatannya Jjauh melebihi bom atom yang
dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasakl pada Perang Dunia ITY.
Padahal Akatsuki Maru mengangkut plutonium sebanyak 1,7
ton, sehingga hal ini dapat menimbulkan prospek terorisme
nuklir dan proliferasi (penyebaran) senjata nuklir bila
muatan plutonium tersebut sampai Jatuh ke tangan terpris.s
Bahaya lainnya adalah kemungkinan adanya pencemaran linge
kungan jika terjadi kebocoran pada peti kemas plutonium,
atau kemungkinan terjadinya tabrakan antara Akatsuki Maru
dengan kapal lain, karena Pemerintah Jepang telah menetap-
kan kebijakan untuk tetap menggunakan Akatsuki Maru bagl
pengangkutan 30 ton plutonium dari Prancis hingga tahun
2010 mendatang, Dapat dipastikan Akatsuki Maru aka; selalu
berlayar ulang alik Prancis - Jepang dengan muatan pluto-
nium sebanyak lebih kurang 2 ton setiap tahun. Hal itu
'sangat membuka kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal

maupun pencemaran lingkungan,

Melihat resikonya yang sangat besar, maka negara-
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negara pantai menolak Akatsuki Maru untuk berlayar mela=
lui laut teritorial mereka, Indonesia juga termasuk salah
satu negara pantai yang menolak masuknya Akatsuki Maru ke
dalam laut teritorial Indonesia, dan bersama-sama dengan
Malaysia dan Singapura sebagal negara pantal yang letak-
nya berbatasan dengan Selat Malaka, yaitu salah satu sé—
lat yang digunakan untuk pelayaran internasional, berwe-
nang atas pengaturan keselamatan pelayaran di Selat Mala-
ka menolak Akatsuki Maru untuk melakukan lintas transit
dl Selat Malaka dengan alasan keselamatan dan keamanan
di selat Malaka kurang mendukung bagi lintas transit
Akatsuki Maru., Selat Malaka dalam perkembangannya menjadi
salah satu selat yang paling ramail di dunias sangat rawan
terjadi tabrakan kapal, sehingga mengakibatkan tingginya
tingkat pencemaran lingkungan di perairannya. Hal lain
yang mengkhawatirkan adalah rawannya Selat Malaka oleh
serangan ba Jak laut, Mengingat hal-hal tersebﬁt, maka
Indonesia sebagail salah satu negara pantai yang ‘mempunyai
laut teritorial di Selat Malaka, melarang masuknya Akatsuki
Maru di bagian Selat Malaka yang menjadi wilayah terito=-
rial Indonesia,

Jepang akhirnya mengambil kebj jaksanaan hanya
menggunakan laut bebas bagi Jelur pelayaran Akatsuki Maru
karena semua negara pantai di sepanjang rute Prancis =

Jepang menolak masuknya Akatsuki Maru untuk melintasi
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laut teritorial mereka. DL laut bebas ini berlaku prinsip
kebebasan berlayar (Freedom of Navigation) bagi semua ne-
gara, baik negara pantai (Coastal State) maupun negara
tak berpantai (Land-locked State), sehingga Akatsuki Maru
Juga dapat menikmati hak kebedbasan berlayar di laut be-
bas. Untuk menjamin keselamatan selama pelayaran, Akatsuki
Maru dirancang khusus sesuai dengan standar IAEA {Inter-
national Atomic Energy Agency), antara lain mempunyai
lunag ganda sehingga tidak mudah terbalik, dilengkapi de~
ngan sistem pemadam kebakaran karbondiokeida serta ber-
sistem pemantau suhu yang bekerja penuh selama 24 jam,
Berkat keandalan mesinnya, kapal ini juga mampu untuk
berlayar tanpa henti dari Prancis menuju Jepang. Jika da-
lam keadaan bahaya, ruang barangnya bisa dipenuh] dengan
air laut untuk mencegah kebakaran, Kapal tersebut juga
memiliki sistem navigasi satelit dan radar pencegah ta-
brakan, serta berbagai peralatan canggih lainnya termasuk
untuk menghadapi kemungkinan pembajakan. Mengenal peti
kemas plutoniumnya, dirancang untuk mampu menahan tekanan
di kedalaman 200 meter selama 30 menit, dan tidak dapat
terbakar hingga suhu mencapal 1000 derajat Celcius selams
satu jam.6 Meskipun Akatsuki Maru dijamin kecanggihannya
oleh Jepang dan telah memenuhi standar kelayakan pengang-
kutan bahan radicaktif yang ditentukan IAER; namun negara

pantai tetap selalu waspada menghadapi segala risiko yang
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dapat terjadi selama pelayaran Akatsuki Maru.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di 'atas, maka be-
berapa permasalahan yang dapat dirumuakan adalah sebagai
berikut : ‘

1. Dalam tinjavah Hukum Laut Internasional, dapatkah nega-
ra-negara pantai menolak pelayaran damal Akatsuki Maru
melintasi laut teritorial mereka ?

2, Sampai dimanakah batasan kebebasan berlayar di laut
bebas menurut ketentuan Hukum Laut Internasional, dan
apakah pelayaran Akatsuki Maru melanggar batasan kebe~
besan berlayar di lautl bebas ?

3. Dikaitkan dengan usaha perlindungan dan pelestarian
lingkungan laut, apakah pengangkutan plutonium di laut
dapat didenarkan oleh Hukum Taut Internasional, dan
jika dalam pelayaran Akatsukl Maru terjadi pencemaran
lingkungan laut, pertanggungjawaban apakah yang harus

dilakukan oleh Jepang ?

2. Penjelasan Judul

Dalam menyusun skripsi ini, dipilih Judul * Pela -
yaran Akatsukil Maru Dalam Tinjauan Hukum Laut Internasio-
nal ", Untuk mendapatkan pengertian.yang.jelas ten%ang
Judul skripsi, perlu dijelaskan maksud dari beberapa per-
kataan dalam rangkaian judul tersebut.

Yang dimaksudkan dengan " Pelayaran Akatsuki Maru "
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adalah pelayaran sebuah kapal non-militer milik Pemerintah
Jepang, dengan nama kapal " pkatsuki Maru ", yang diguna-
kan oleh Pemerintah Jepang untuk mengangkut plutonium ha-
sil daur ulang sampah nuklir, dari Pelabuhan Cherbdourg
Prancis menuju Pelabuhan Tokai Jepang. Sedangkan pengerii-
an plutonium derasal dari kata "Pluto" yang berartl raja
neraka dalam mitos Yunani, adalah suatu unsur logam trans
uranium yang termasuk radiocaktif, dengan pnomor atom 394
dan lambang atomnya adalah Pu., Unsur ini tidak terdapat
dalam alam, kecuali dalam jumlah kecil sebagal hasil pe-
luruhan U-~23%8 setelah menangkap neutron thermal, Semua
isotop plutonium adalah radioaktif, Yang terpenting adalah
isotop Pu~-239, karena isotop ini dapat dibuat dengan cara
besar-besaran dan dapat dibelah oleh neutron thermal.7
Bahan bakar bagi Reaktor Pembiak Cepat ini membutuhkan
Pu=239 sebanyak 60%. Hal 1ni sebenarnya tidak menguntung-
kan bagl kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, ka=-
rena Pu-239 mempunyal masa paruh (half-life) 24,000 tahun,,
artinya setelah 24,000 tahun separuh radioaktivitasnya
lenyap, 24.000 tahun berikutnya separuh lagl lenyap, dan
begitu seterusnya tergantung sampai berapa ton limbah yang
terdapat di dalam satu tempat penyimpanan.8

Yeng dimaksudkan dengan " Dalam Tinjauan Hukum
Laut Internasional " adalah memandang pelayaran Akatsuki

Maru berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di da-
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lam Hukum Laut Internasional, sedangkan Hukum Laut Inter-
rasional yang dimaksud dalam Judul skripei ini adalah
United Nations Convention on the Iaw 0f the Sea (UNCLOS)
IIT, khususnya yang menyangkut tentang regim lintas damai
(Innocent Passage), regim kebebasan berlayar di lﬁut bebas
(Freedom of Navigation), gserta perlindungan dan pelestari-
an lingkungan laut (Protection and Preservation of the
Marine Environment). UNCLOS III digunakan sebagai dasar
hukum dalam skripsi ini karens UNCLOS III adalah produk
hukum laut terbaru dari Perserikatan Bangsa Bangsa, yang
memang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan hukum
laut gung mengimbangi pesatnya perkembangan di bidang ke~
lautan, sehingga materi yang diatur UNCLOS III lebih leng=-
kap jika dibandingkan dengan Konvensi Jenswa 1958 tentang
Hukum Laut, Penggunaan UNCLOS III sebagai dasar hukum da-
lam skripsi ini juga merupakan wujud partisipasi dalam
menyebarluaskan UICIOS III, karena Indonesia adalsh salsh
satu negara yang meratifikasi UNCIOS III. Disamping itu
karena dalam pelayaran Akatsuki Maru ini Jepang telah ber-
Janji kepada semua negdra pantai bahwa Akatsuki Maru hanya
berlayar di luar wone 200 mil dari negara pantal untuk
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Zone Ekonomi
Eksklusif negarea pantai, maka dalam hal ini Jepang' menga-
kui dan tunduk pada regim 2EE. Regim ZEE ini baru muncul

~ bada UNCIOS III, padahal Jepang tidak meratifikasi UNCIOS
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I1T, moelainkan meratifikasi Koavensi Jenewa 1958 yang ti-
dak memuat regim ZEE, sehingga dengan tunduknya Jepang
pada regim ZEE dapat diartikan Jepang telah mengakui dan
tunduk pada UNCLOS III secara implisit atau diam-diam,
Dengan demikian yang dimaksud dengan " Dalam Tinjauan
Hukum Taut Internasional " berarti suatu tinjauan menurut
UNCLOS 1II, khususnya yang menyangkut tentang lintas damai,
kebebasan berlayar di laut bebas, serta perlindungan dan -

1

pelestarian lingkungan laut,

3, Alasan Pemilihan Judul .

Pemilihan Judul yang mehyangkut tentang Hukum Laut
Internasional ini dilakukan karena Hukum Iaut adalah mgte-
ri yang menarik, apalagi bidang studi Hukum Laut inl meru-
pakan matakulish wajib dari Jurusan Hukum Internasional
Fekultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

. Disamping itu dengan pilihan Judul skripsi "Pela«
yaran Akatsuki Maru Dalam Tinjauan Hukum Laut Internasio-
nal* ini, dapat dilakukan penalaran dengan mengalitkan dua
materi yang berbeda, yang satu bersifat politik dan yang
lain versifat yuridis., Oleh karena itu merupakan hal yang
menarik untuk dibahas, Sebagai alasan terakhir, hal ini
menyangkut materi bahasan skripei ini, karena baik ‘kema ju-
an di bidang teknologl nuklir maupun usaha perlindungan

dan pelestarian lingkungan laut, keduanya masih menjadi
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pembicaraan hangat sampai saat ini, baik dalam forum na-
sional, regional, maupun internasional, sehingga materi

ini betul~-betul materi yang menarik,

4, Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dapat diklaaitikasikan
ke dalam tujuan formil dan materiil, Tujuan formil adalah
untuk melengkapi persyaratan dalam rangks memperoleh ge-
lar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Alrlangga
Surabaya. Sedangkan tujuan materiilnya adalah sustu gum-
bangan pikiran serta partisipasi dalam penyelarasan anta-
ra kemajuan ilmu pengetahuan dan teknclogl, khususnya da=
lam bidang teknologi nuklir dengan usaha perlindungan dan
pelestarian lingkungan laut, dengan berpijak pa@a keten~
tuan hukum positif,

5..Metodologi

a. Pendekatan Masalah
Dalam menyusun skripsi ini, sesuail dengan judul
yang diajukan dan materi yang dibahas, maka permasalahan
yang timbul ditinjau melalui pendekatan yuridis analisis,
Yuridis berartli mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang
berlaku, sedangkan analisis berarti penyelidikan suatu
peristiwa untuk mengetahul sebab-sebab dan duduk perkara

yang sebenarnya, Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yu-
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ridis analisis yaltu suatu pendekatan yang dilakukan de-
ngan jalan menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahud
sebab~sebab dan duduk perkara yang sebenarnya dengan men-
dasarkan pada aturan hukum yang berlaku,

b. Sumber Data
Penulisan skripsi ini didasarkan atas fakta;fakta
yang ada dengan berpijak pada UNCILOS III, namun demikian
tidak meninggalkan studi kepustakaan yang ada, Sesuai de-
ngan judul dan materinya, maka penulisan ini bersifat
teoritis, Disamping itu, digunakan pula sumber data dari
tulisan-tulisan ilmiash yang ada kaitannya dengan materi
yang dibahas, Dengan demikian data yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah data sekunder,
¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Dilakukan dengan Jalan penelitian melaluil studi
kepustakaan,dengan mengambil bahan-bahan yang relevan de-
ngan masalal yang dibahas berdasarkan fakta-fakta yang ada.
d. Analisa Data
Dalam menganalisa data, digunakan metode deskriptif
analisis, Deskriptif artinya memaparkan dan menafsirkan
data yang ada, serta memusatkan pada pemecahan yang aktual,
Analisis berarti data yang telah dikumpulkan, diteliti
kembali sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas,

6, Pertanggungjawaban Sistematika

PERPLSTAKAAN
SUNITYERSITAS Al LANTOA®
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Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab,
Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat hubungan yang
sistematis, artiﬁya bab yang berada di wuka memberi lane
dasan pada bahasan dad selanjutnya, :

Bab I adalah Bab Pendahuluan karena dalam Bab I ini
diletakkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang
menjadl titik pangkal dalsu pembuatan skripsi ini, Bab I
ini sebagal pengantar yang bersifat umum dan mendasar,
yang akan menjadi landasan bagi bab II hingga badb V.

Pada bab II akan dibahas permasalashan pertama dalam
skripsi ini, yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu me-
ngenai sejarah timbulnya regim lintas damai di laut teri-
torial dan perkembangannya, setelah mengetahul dengan jee
las regim lintas damal begerta pengaturannya di dalam Hue-
kum Laut Internasional, barulah akan dibahas kewenangan
negara pantai untuk menolak hak lintas damai Akatsuki Maru
di laut teritorial negara pamtai. Pembahasan regim lintas
daaai ini ditempatkan pada bab II karena permasalahan
awal yang dihadapi Pemerintah Jepang adalah adanya penow-
lakan negara-negara pantal terhadap hak lintas damai
Akatsuki Maru di laut teritorial negara pantal, Selain itu
pembahasan terhadap masalah ini dikaitkan pula dengan sis-
tematika UNCLOS III, yaitu dengan terlebih dulu membahas
maBalah regim lintas damal di laut teritorial,

Pada bab III akan dibahas masalah batasan terhadap

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

14
regim freedom of navigation, dan kemudian mengaitkannya

dengan pelayaran Akatsuki Maru, sehingga permasalahan kes
dua skripsi ini dapat terjawab, Bahasan ini diletakkan pa-
da bab IIT karena dengan adanya penolakan negara-negara
pantai terhadap hak lintas damai Akatsuki Maru, Pemerintah
Jepang lalu mengambil kebijakan alternatif bagi Akatsuki
Maru untuk berlayar hanya di laut bebas, karena di laut

'bebaa berlaku regim freedom of navigation bagi kapal se-
mua negara,

Setelah membahas mengenai innocent passage dan
freedom of navigation, permasalahan ketiga yang akan di-
bahas pada bab IV gdalah berkaitan dengan usaha perlin-
dungan dan pelestarian lingkungan laut sehubungan dengan
adanya pelayaran Akatsuki Maru, Permasalahan inl merupa-
kan permasalahan akhir skripsl inl, karena wasalah tentang
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah masa-
lah yang tergolong "baru" bila dibandingkan dengan masalah
yaﬁg menyangkut tentang innocent passage dan freedom of
navigation, oleh sebab itu permasalaehan tentang ‘'usaha per-
lindungan dan pelestarian lingkungan laut pembahasannya
diletakkan pada badb IV,

Bab V sebagai bab terakhir skripsi ini akan dikemu-
kakan kesimpulan terhadap pembahasan masalah yang ada, se~
lanjutnya adalah saran yang merupakan sumbangan pemikiran

sehubungan dengan adanya penarikan kesimpulén atas pemba=
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hasan yang ada, Bab ini diletakkan sebagai penutup karena

isinya merangkum pembabasan badb-bab sebelumnya,

r
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BAB T1
KEWENANGAN NEGARA PANTAI TERHADAP PENGATURAN LINTAS DAMAI
DI ILAUT TERITORIAL MENURUT UNCILOS III '

1. Hak Tintas Damal Di Taut Teritorial Dan Perkembangannya

Munculnya regim lintas damai (innocent passage) di
laut teritorial sebenarnya merupakan hasil kompromi anta-
ra pertentangan paham Mare Liberum dan Mare Clausum, Per-
tentangan ini muncul di Eropa antara negara~negara pengua-
sa lautan waktu itu, yaitu Portugls dan Spanyol, dengan
negara-negara lmperialis baru yaitu Belanda dan Inggris,

Pembagian Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia
antara Spanyol dan Portugal, serta tuntutan Inggris atas
laut sekitarnya telah menimbulkan tantangan-tantangan dari
pihak Belanda, terutama di bidang pelayaran dan perikanan,
Pi bidang pelayaran, Belanda juga telah menerobos masuk
ke Samudra Hindia dalam usahanya untuk berdagang di Hindia
Timur, Penerobosan ke Samudra Hindia ini langsung berta=-
brakan dengan kepentingan Portugal dalam bidang politik
dan ekonomi, Di bidang perikanan, Belanda juga menentang
tuntutan Inggris atas 26 daerah di sepanjang pantal Ing-
gris, sehingga nelayan~-nelayan asing, terutama nelayan
Belanda dilarang untuk menangkap ikan di daerah yang di-
klaim sedbagai milik Inggris tereebut.g '

Di dalam usahanya untuk menentang tuntutan Portugal dan

16
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Spanyol, maka seorang pakar hukum Belanda bernama Hugo
Grotius lalu mengemukakan azas kebebasan laut {freedom of
seas) dalam bukunya Mare Liberum yang terbit di tahun 1609,
Buku ini mempunyai anak judul (subtitle) "on the right of
the Dutch to sail to the East Indies" (hak bagl orang Be-
landa untuk berlayar ke Hindia Timur) ditulis oleh Groti-
us sebagal pembelaan hak orang Belanda ~ atau orang lain
selain Portugls dan Spanyol ~ untuk mengarungi 1autan.10
Dalam bukunya ini, Grotius mengemukakan bahwa hak milik
(ownership) hanya bisa terjadi melalul pemilikan, dan pe-
milikan hanya bisa terjadi melalui pemberian orang lain
atau melalui occupation (pendudukan). Occupation atas ba-
rang-barang yang tidak bergerak terjadi dengan menduduki/
menguasai dan membangun sesuatu di atasnya (by power of
atanding and sitting, sedangkan occupation atas barange
barang yang bergerak bisa terjadi melalui hubungan fisik

dengan barang-barang tersebut.11

Dengan demikian occupa-
tioﬁ hanya bisa %terjadi atas barang-barang yang dapat di-
pegang teguh, untuk dapat dipegang teguh maks barang ba=-
rang itu harus ada batasnya. Laut adalah sesuatu yang ti-
dak mempunyal batas, menurut Grotius daratan bukanlah bae
tas dari laut, dan karena itu laut tidak dapat diduduki
dan tidak dapat pula dimiliki karena laut adalah benda
calr dan tidak berbatas, Barang cair hanya bisa dimiliki

dengan memasukkannya ke dalam sesuatu yang lebih padat

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

i8

(per aliud), Dengan demikian maka tuntutan atas laut yang
didasarkan kepada penemuan (discovery), penguasaan yang
lama (prescription), ataupun servitude, tidaklah dapat
diterima karena semua itu bukanlah alasgn untuk mempero-
leh hak milik atas laut, tetapi Grotius mengakui bahwa
anak-anak laut, inner sea, dan sungai-sungai, sekaiipun
calr dapat dimilikil karena ada batas-batasnya, dimana te-
pinya dapat dianggap sebagai per aliud.12
| Walaupun "Mare ILiberum"” ditulis untuk membela ke-
bebasan berlayar di laut terhadap klaim Portugis dan Spa~
nyol, namun buku ini menyinggung juge tentang kebebasan
untuk menangkap ikan, Pendirian Grotius tentang hak me=
nangkap ikan di laut, harus terbuka bagl siapapun dida~
sarkan alasan bahwa ikan itu merupakan sustu sumber keka=
yaan laut yang tidak ada batasnya.13

Pulisan Grotius tersebut mendapat tantangan dari
Inggris dan beberapa penulis lainnya di daratan Er?pa.
antara lain yang paling terkenal adelah John Selden dari
Inpgris, yang menyanggah konsep Mare Liberum Grotius da-
lam bukunya "Mare Clausum : The Right a2nd Dominion on
the Sea" pada tahun 1636, Menurut Selden, occupation me=
mang unsur yang sangat penting bagi possession. Tetapi
Selden menekankan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa

negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas

lautan, dan karena 1tu melalui prescription laut bukanlah
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mare liberum melainkan mare clausum, Sifat laut yang cair
menurut Selden tidaklah menyebabkan laut tidak dapat di-
miliki, karena sungal dan perairan di sepanjang pantai
yang cair juga diakui dapat dimiliki.' |

Sejarah kemudian membuktikan bahwa dbalk Mare Clau-
sunm maupun Mare Liberum tidak dapat mempertahankan ajaran
masing-masing dengan kaku, Grotius sendiri menyadari bah-
va danau dan perairan juga dikelilingi oleh daratan dan
dapat dimiliki, Kemudian dalam bukunya "De Jure Belli Ac
Pacis" (1625) Grotius mengakui lagl bahwa laut sepanjang
pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang dapat di-
kuasal dari darat, Benih=-benih komproml tersebut juga ada
pada ajaran Selden, dimana Selden mengakui hak negara la--
in untuk memiliki lautan masing-mesing, dan mengakul ada-
nya "innocent passage" di laut-laut yang dituntut.15

Pada tahun 1637 mencul Pontanus, seorang Belanda
yang bekerja dalam dinas diplomatik Denmark, yang umenga-
juk;n suatu teorl yang merupakan kompromi antara teori
Mare Liberum dan Mare Clausum dengan membagi laut dalam
dua bagian yaitu laut yang berdekatan dengan pantal
(adjacent sea} yang dapat jatuh di bawah pemilikan atau
kedaulatan negara pantai, sedangkan di luar itu laut ber-
sifat bebas,'®

Tetapi baruleh dengan ajaran Cornelis vam Bynkere

shoek persoalan antara Mare Liberum dan Mare Clausum da=
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pat diselesaikan, Bynkershoek pada tahun 1703 menulis bu-
ku "Ds Dominio Maris Disertatio" yang menyatakan bahwa
negara pantai berhak atas lajur laut sejauh yang dapat
dikuasainya dari darat, Dia kemudian menyatakan bahwa pe-
nguasaan itu berarti sempai dimana kekuatan senjata manu-
sla bisa mencapainya, yaitu sejauh yang dapat dikuasai
oleh meriam dari darat (terrae potestas finitur ubi finitur
armorum vis, yang artinya kedaulatan teritorial berakhir
dimana kekuatan senjata berakhir), Dengan teori ini maka
berakhirlah polemik antara pendukung Mare ILiberum dan Ma-
re Clausum dengan penyelesaiannya yaitu laut.dapat dimi-

| 1iki oleh negara pantéi sejauh dapat dikuasainya dari da-
rat, yaltu sejauh dapat dikuasai oleh tembakan meriam,
Diluar itu, laut haruslah dianggap bebas untuk seluruh

v Pada waktu itu jarak tembakar meriam umum-

umat manusia,
nya adalah 3 mil, sehingga dari sinil berkembang ajdran
lebar laut teritorial 3 mil, Tetapl adapula negara-negara
pantai yang menentukan lebar laut teritorial melebihi 3

- mil, sehingga tidak ada kesatuan pandangan dan praktek
negara-negara yang menyeluruh tentang lebar laut terito-
rial, Ketidaksatuan pandaﬁgan ini bersumber pada Keingine-
an untuk méngamankan kepentingan negara dan rakyatnya ma-
sing-masing.

Perkembangan selanjutnya adalah munculnya upaya da-

ri organisasi maupun lembaga yang sifatnya internasional,

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

21
untuk mencoba merumuskan lebar laut teritorial secara me-
nyeluruh, Dari upaya tersebut ﬁuncullah apa yang disebut
hak lintas damai (right of innocent passage) di laut te-
ritorial. Pada tahun 1930, Liga Bangsa Bangsa mengadakan
RKonferensi Kodifikasi Hukum Internasional yang meliputi 3
masalah, yaitu : |
1. Kewarganegaraan {nationality);

2, Perairan Teritorial (territorial waters):

3. Tanggungjawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan
dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang
aging (responsibility of states), '

Dari hasil konferensi tersebut ternyata tidak tercapail

kata sepakat mengenai lebar laut teritorial, sehinéga ae-

luruh pertemuan konferensi mengenai masalah laut terito-
rial dalam semua seginya tidak dapat dituangkan dalam

'S Nemun demikian, dalam Pinal Act ten-

bentuk konvensi,
tang perairan teritorial pada pasal 3 hingga 7 telah men-
cantumkan tentang hak lintas damai di laut teritorial.
Pasal 3 ayat (1)} menyatakan pengertian lintas yaitu ber-
layar melalui laut teritorial, baik untuk melewati tanpa
masuk Ke dalam perairan pedalaman maupun masuk ke perairan
pedalaman, demikian pula menuju laut bebas setelah mening-
galkan laut pedalaman, Pasal 3 ayat (2) memberikan satu
batasan Innocent passage, yaitu bilg lintasan suatu kapal

ternyata merugikan keamanan, ketertiban ﬁmum, atau kepen-
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tingan fiskal negara pantai maka lintasan tersebut diang-
gap tidak damai, Untuk mengantisipasi adanya lintas yang
tidak demai maka negara pantai berhak untuk mencegah lin-
tas tersebut masuk ke dalam laut teritorialnya (pasal 5),
Selama melakukan lintas damai, semua kapal wajid untuk
mentanti peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya
yang dikeluarkan oleh negara pantal sesuail dengan kebia-
saan~kebiansaan intérnasional( Pasal 6 ), Dari ketentuan-
ketentuan tersebut, tampak bahwa dalam melakukan lintas
damai, kapal-kapal tersebut harus menghormati kedaulatan
negara pantal, Penghormatan terhadap kedaulatan negara
pantai itu tidak mengurangi kepentingan kelancaran navi-
gasi internasional, karena pasal 4 Final Act tentang Laut
Teritorial tersebut menyatakan bahwa negara pantai tidak
boleh menghalangi hak lintas damai di laut teri%orial,
serta tidak boleh melakukan pemungutan pajak terhadap ka-
pal yang melakukan lintas damai (pasal 7),

Dengan timbulnya regim innocent passage dalaw Hu-
kum Laut Internasional ini gesungguhnya pertentangan an-
tara negara pantai dgn negara maritim belum berakhir ka-
rena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya, Ne-
gara pantai menghendaki kekuasaan yang sebesar-besarnya
dalam laut terit?rial mereka, sedangkan negara maritim
menghendaki keleluasaan berlayar yang sebebas-bebasnya da-

lam laut teritorial negara lain, Kedus kepentingan yang
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berlainan ini akhirnya dibahas kembali dalam Konferensi
Hukum Laut yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa di Jenewa pada tanggal 24 Februari hingga 27 April
1958, Konferensi yang dihadiri oleh 86 negara ini mengha-
8ilkan 4 buah konvensil sebagai berikut :

1. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous

Zone;}
2. Convention on the High Seas;
3. Convention on Fishing and Conservation of the Iiving
Resources of the High Seas}

4, Convention on the Continental Shelf,
Menurut Xonvensi Jenewa 1958 yang mengantur tentang laut
teritorial, maka di dalam laut wilayah ini negara pantai
melaksanakan dan wempunyal kedaulatan teritorial yang
mutlak balk atas alrnya, tanah di bawahnya, segala keka=-
yaan alamnya, maupun atas udara di atasnya, dengan keten-
tuan bahwa hak innocent passage bagi kapal-kapal asing
(tiﬁak termasuk kapal perang) dijamin, Passage tersedbut
dianggap innocent selama tidak bertentangan dengan "“peace,
good order, or security of the coastal state*, Untuk ltu
maka Kapal-~kapal asing harus mematuhi aturan yang dibuat
oleh negara pantai, Konsekuensi bagi lintas yang tidak
damai, negara pantai berhak untuk mencegah kapal tersebut
berlayar di laut teritorial negara pantai.

Dari ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1958 ten=-
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tang Laut Teritorial yang menyangkut innocent passage,

tidak terdapat ketentuan mengenai siapa yang berhak menen-
tukan innocent tidaknya suatu passage. Hal ini rupanya
lebih disetujui untuk diatur berdasarkan Hukum Kebiasaan
Internasional, diﬁana hak penentuan tersebut diserahkan
kepada negara pantai, Aturan tradisional ini wajar dite-
rapkan karena innocent passage pada dasarnya dimaksudkan
untuk membiarkan kapal-kapal melewati laut teritorial,
sepanjang tidak meruglkan negaré pantai, dan karena itu
wajar Jjika penentuan innoceht tidaknya suatu passage ter-

sebut menjadi wewenang negara pantal,

2, Regim Lintas Damai (Innocent Passage) di Laut Teritorial

Dalam UNCILOS IIT

Adanya beberapa perkembangan yang menyangkut laut
antara lain :
1. Adanya perkembangan politik dunia internasional yang
'telah membawa ‘perubahan-perubahan di dalam strategi
global negara-negara besar,

2. Perkembangan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkah keka-

Yaan elam di dasar-dasar laut yang dalam,

3. Semakin besarnya kebutuhan untuk memelihara lingkungan
laut demi kesejahteraan umat manusia.

telah mendorong momentum ke arah diadakannya suatu konfee

rensi Hukum Laut Internasional, yang dapat mencakup per-
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masalahan hukum laut secara menyeluruh dan mewakili ke
pentingan semna negara di dunia, Dengan latar belakang
tersebut, maka pada tahun 1970 Majelis Umum PBB mengeluar-.
kan Resolusi 2750 (XXV) yang menetapkan akan diadakannya
Konferensi Hukum.ﬁaut PBB yang ke=3 pada tahun 1973,
Setelah berjuang lebih kurang 10 tahun dalem mombuat ran-
cangan-rancangan. konvensi, maka pada tanggal 10 Desember
1982 di Jamaica berhasil ditandatangani UNCIOS III oleh
119 negara peserta konferensi, Regim lintaas (Passage) Jju-
ga diatur oleh UNCIOS III, yaitu terdiri dari :

a, Lintas damal (innocent passage);

b, Lintas transit (trapnsit passage);

¢. Lintas alur laut kepﬁlauan (archipelagic sea lanes

pass;ge).

a, Hak Lintas Damai {(Right of innocent paasage)

Hak lintas damail bukanlah merupakan regim baru da-
lam Hukum Laut Internasional. Dalam UNCIOS III, regim lin-
tn; damail di laut teritorial diatur secara terperinci pa-
da pasal 17 hingga 26.

Pasal 17 UNCILOS III memuat tentang hak lintas damai
yang dapat dinikmati oleh sewmua negara, balk negara pan~
tai (Coastal State) maupun negara tak berpantai (Iande

. locked State) untuk dapat berlayar melalui lant teritori-
al, Disini tampak bahwa UNGIOS III tidak mengadakan dis-
kriminasi karena 8emua negara dibéri hak untuk mengadakan
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lintas damal di laut teritorial negara lain, Sedangkan
pasal 18 UNCIOS III memuat tentang pengertian lintas se-
bagail berikut ¢

1. Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial
untuk keperluan :

(a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman
atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut
(roadstead) atan fasilitas pelabuhan di luar
perairan pedalaman; atau

(b) menuju ke:atau dari perairan pedalaman atau
singgah di tempat berlabuh di tengah laut
(roadstead) atau fasilitas pelabuhen tersebut,

2. Lintas harus terus menerus, langsung serta secepatl
mungkin, Namun demikian, lintas mencakup berhenti
dan buang jJangkar, tetapl hanya sepangang hal ter-
gebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau
perlu dilakukan karena force majeure atau mengala-

mi kesulitan atau guna memberikan pertolongan ke~

pada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam

bahaya atau kesulitan,

Sedangkan pasal 19 ayat (1) UNCIOS III memberikan penger-
tian tentang lintas damai sebagai berikut " Lintas adalah
damal sepanjang tidak merugikan bagl kedamaian, ketertid-
an atau keamanan negara pantai, Lintas tersebut harus di=-
lakukan sesuai déngan ketentuan konvensi ini dan psraturan
hukum internasional lainnya", Sedangkan kegiatan-kegiatan
Yang dianggap wembahayakan bagi kedamaian, ketertiban dan
keamanan nesgara pantal diatur secara terperinci pada pa-
sal 19 ayat (2) UNCIOS III. Salah satu diantaranya yang
+dianggap sebagai kegiatan yang membahayakan adalah setiap
perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang berten-
tangan dengan ketentuan konvensi (butir h), Terhadap line

tas kapal asing yang tidak damai, yaitu dengan melakukan
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salah satu kegiatan dalam pasal 19 ayat (2), maka negara
pantai dapat mengambil langkah-langkash yang diperlukan
untuk mencegah lintas yang tidak damai di laut teritoriale
nya (pasal 25 ayat (1)). Negara pantai dapat membuat per-
aturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UNCIOS
ITII mengenal késélamatan navigasi dan pengaturan lalu
lintas maritim (pasal 21 ayat (1) butir a) serta peratur-
an pelestarian lingkungan negara pantai dan pencegahan,
pengurangan dan pengéndalian pencemaran (pagal 21 ayat (1)
butir f}. Sedangkan khusus bagi kapal asing bertenaga nu-
klir dan kapal yéng mengangkut nuklir atau bahan lain
yang karena sifatnya berbahaya atauw beracun, menurut pa-
sal 23 UNCIOS III apabila melaksanakan hak lintas damai
melalui laut teritorial harus membawa dokumen dan mema-
tuhi tiﬁdakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh per-
janjian internasional (International Agreements) bagi ko
pal-kapal demikian,

. Negara bendera Kebangsaan kapal dapat dituntut
pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian atau kerusak-
an yang dialami negara pantai sebagai akibat tindakan ka-
pal perang atau kapal pemerintah digunakan bukan untuk
kepentingan komersial, yang tidak mentaati hukum dan per-
aturan negara pantal yang menyangkut tentang lintas di
laut teritorial atau ketentuan-ketentuan konvensi ini

atau aturan-aturan hukum internasional yang lain (pasal
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31).

b. Hak Lintas Transit (Right of Transit Passage)

Hak lintas transit merupakan konsep yang baru dé-
lam Hukum Laut sebagai akibat pelebaran jalur laut teri-
torial menjadi 12 mil, sehingga sebagian seclat yang digu-
nakan untuk navigasi internasional akan menjadi bagian
dari laut teritorial negara pantal yang berbatasan dengan
selat tersebut, Dalam bahasan ini perlu dibedakan antara
dua istilah yang hampir sama, yaitu International Straits
dan Straits used for international navigation, Diantara
kedua istilah tersebut, istilah yang dipakai delam UNCIOS
III adalah Straits used for interpational navigation,
International Straits mengandung artli bahwa selat bukan
menjadi obyek pemilikan negara atau berstatus intermasio-
nal. Sebagai konsekuensinya, negara pantai tidak mempunyai
kewenangan sama sekali terhadap selat tersebut, Sedangkan
gtraits used for international navigation mengandung sua-
tu pengertian bahwa selat tersebut milik negara pantai dan
digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga status
selat tersebut adalah nasional, sehingga berada di bawah
kedaulatan negara pantai.19

Dalam melakukan lintas transit, kapal yang melin-
tas tersebut harus lewat dengan langsung, terus menerus,
dan secepat mungkin, selain itu harus pula melaksanakan

kewa jiban sewaktu lintas transit antara lain menghindare~
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kan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun
terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah etau kemerdekaan
politik negara yang berbatasan dengan selat dan harus mes
matuhi ketentuan Hukum Taut Internasional tentang keselas
matan di laut, serta harus mencegah pula pencemaran laut,
Regim lintas damal menurut ketentuan Bab II bagian 3 di-
berlakukan. juga dalam selat yang digunakan untuk pelayar-
an internasional (pasal 45), bedanya dengan lintas damal
di laut teritorial adalah tidak boleh ada penangguhan ba-
gi lintas damai di selat yang digunakan untuk pelayaran
internasionsal, ‘

c. Hak ILintas Alur Laut Kepulauan (right of archipelagic
sea lanes passage)

Perangkat hukum lintas alur laut kepulauan adalah
perangkat baru dalam Hukum Laut Internasional, karena itu
sering menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Ketentu-
an mengenai hak lintas alur laut kepulauvan ini diatur da-
lam pasal 53 UKCIOS III.

Negara kepulauan berhak untuk menentukan archipelagic
gea lanes passage, Alur laut tersebut harus ditentukan
dari tompat masuk lintas hingga tempat keluar dengan ga=
ris sumbu yang bersambungan, Bila negara kepulauan tidak
menetapkan lintasan air spesifik, maka archipelagic sea
lanes passage dapat dilakukan melalui Jalur-jalur yang

lazim digunakan dalam navigasi internasional,
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Berbeda dengan kotentuan Konvensi Jenowa 1958,
dalam UNCIOS III ini menjamin lintas laut bagi kapal po-
rang asing melaluil laut wilayah (innocent passage), selat
untuk navigasi internasional (transit passage), dan per-
airan kepulauan (archipelagiec sea lanes passage) tanpa
harus memberi tahu (notification) atau meminta i1jin ter-
lebih dulu dari negara pantail yang berSangkutan.20 Bahkan
untuk lintas laut di alur kepulauan diijinkan untuk dila-
kukan "in the normal mode" {pasal 53 ayat (3)), yang bagi
Kapal selam selama dalam laut mengi jinkan pasti akan dj-
lakukan dengan menyelam, |
%, Kewenangan Indonesia Menolak Pelayaran Akatsuki Maru

Melalui Iaut Teritorial Indonesia

Ketentuan yang mengatur tentang kapal asing bertew
naga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan
lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun terdapat
dalam pasal 23 UNCLOS III khusus untuk melintas di laut
teritorial, Xapal tersebut harus membawa dokumen dan me-
matuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh
international agrecments bagi Kapal~kapal demikian.

Dari ketentuan tersebut di atas, nampak adanya tus
Juan pengaturan lintas dalam UNCLOS III ini adelah untuk
mencegah timbulnya pencemaran laut oleh nuklir atau bahane

bahan lainnya yang sifatnya beracun dan berbahaya, namun
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ketentuan tersebut belum bisa menjamin tercapainya tujuan
yang diinginkan, Hal ini disebabkan karena dalam ketentu-
an tersebut tidak diatur lebih lanjut tentang tindakan-
tindakan apa lagi yang harus dilakukan cleh kapal-kapal
nuklir dan kapal yang mengengkut nuklir lainnya yang fmelaw
kukan lintas, Disamping itu, ketentuan pasal 23 tersebut
tidak mengatur kewenangan apa yang dimiliki oleh negare
pantal terhadap lintas kapal asing nuklir dan kapal yang
mengangkut nuklir atau bahan berbahaya lainnya, sehingga
harus mengacu pada ketentuan umum yang mengatur tentang
lintas semua kapal asing, beserta hukum negara pantai.
Pasal 21 ayat (1) UNCLOS III menyatakan bahwa ne=
gara pantal dapat membuat peraturan perundang-undangan
sesual dengan ketentuan UNCLOS III dan peraturan hukum
internasional lainnya yang berhubungan dengan lintas da-
mai melalui laut teritorieal., Di dalam pasal tersebut di-
scbutkan ada 8 macam hal yang dapat dibuat peraturan per-
un&ang-undangannya. Indonesia yang meratifikasi UNCLOS III
ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, menurut keten-
tuan pasal 21 ayat (1) UNCLOS III dapat pula membuat per- ,
aturan perundang-undangan yang sesuail dengan ketentuan
UNCIQ3 IIT dan peraturan hukum internasional lainnya yang
berhubungan dengan lintas damai melalui laut teritorial,
Dalam kaitannya dengan pasal 21 ayat (1) butir a yang me-

nyangkut tentang keselamatan navigasi dan pengaturan lin-
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tas maritim, di Indonesia telah ada suatu peraturan pe-

merintah yang mengatur tentang lalu lintas laut damai
kendaraan air asing dalam perairan Indonesia, yaitu

PP Nomor 8 Tahun 1962, yang diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1962, Dalam PP
tersebut dicantumkan pula adanya lintas alur laut bagi
kapal-kapal perang atau kapal pemerintah bukan kapal nla« .
ga asing, yang menyatakan bahwa lintas alur laut tersebdut
dapat dilakukan oleh kapal perang asing dan kapal peme=-
rintah bukan kapal niaga asing tanpas pemberitahuan terle-
bih dahulu kepada Menteri/Kastaf Angkatan Laut Republik
Indonesia (pasal 7 ayat (1) PP No.8 Tahun 1962), Menurut
ketentuan pasal 3 PP No.8 Tahun 1962, yang dianggap seba=-
gai lalu lintas damai adalah selama tidak bertentangan
dengan keamanan, ketertlban umum, kepentingan dan atau
tidak mengganggu perdamailan Negara Republik Indonesia.
Da%am kaitannya dengan pelayaran Akatsuki Maru, maka se- .
suai dengan-ketentuan pasal 7 ayat (1) PP No,8 Tahun 1962
Akatsuki Maru dapat melintasi alur laut kepulauvan Indone-
sla, tetapil dengan melihat batasan lintas damai dalam per-
airan Indonesla pada pasal 3 PP No.8 Tahun 1962, wmaka
pelayaran Akatsuki Maru digolongkan sebagai pelayaran
yang tidak bersifat damai. Hal ini disebabkan karena muat-
an plutonium Akatsuki Maru yang sangat berbahaya tersebut

telah mempengeruhi opini dunia, termasuk Indonesia, se-

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

33
hingga dengan melintasnya Akatsuki Maru di alur laut kee

pulauan Indonesia akan menimbulkan keresahan rakyat Indoe
nesia, yang berakibat mengganggu ketertiban umum dan perw
damalan Negara Republik Indonesia. Sebelum Akatsuki Méru
bertolak meninggalkan pelabuhan Cherbourg, di Indonesia
bahkan telah muncul demonstrasi yang dilakukan oleh para
mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup untuk menentang
nasuknya Akatsuki Maru ke dalam laut teritorial Indonesia.
Pasal 21 ayat (1) butir £ juga memberikan hak ke-
pada negara pantal untuk membuat peraturan perundang-un-
dangan yang berkaitan dengan pelestarisn lingkungan nega-
ra pantai beserta pencegahan, pengurangan dan pengendali-
an pencemaran yang harus dipatuhi oleh semua kapal asing
yang melaksanakan hak lintas damai,.Peraturan perundang-
undangan Indonesia 41 bidang lingkungan hidup adalah Un-
' dang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentu-
an Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan
pa&a Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1982. Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Tahun 1982 menyatakan "Se-
tiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan
mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannyal,
Dengan melihat muatan plutonium Akatsukl Maru, maka Peme-
rintah Indcnesia berhak untuk mengadakan tindakan preven-
tif mencegah masuknya Akatsuki Maru melintasi laut teri-

torial Indonesia karena plutonium sangat potensial sekali
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sebagal zat yang dapat mencemari dan merusak lingﬁungan
hidup, Hukum Internasional sendiri pada prinsipnya meng-
akui, bahkan meletakkan kewajiban bagi setiap negara pan-
tai untuk memelihara dan menjaga lingkungan lautnya, Se-
hubungan dengan itu Komar Kantaatmadja menyatakan sebagai
berikut ,"Negara pantai harugo melakukan setiap tindakan
yang dianggaﬁ rerlu untuk dapat mencegah, mengurangl, dan
mengatur pencemaran lingkungan laut dengan mengambil
‘*The Best Practicaﬁle Means' gesual kemawpuan dan kebijak-
sanaannya".21

Selain berdasarkan alasan yuridis, yakni berdasar-
kan aturan hukum yang berlaku, penolakan Indonesia‘terha-
dap masuknya Akatsuki Maru dapat pula berdasarkan élasan
politis, yaitu menyangkut kepentingan nasional suatu nega-
ra, seperti yang dikemukakan oleh Hans J,Morgenthau, Menu-
rut Morgenthau, setiap negara menegakkan kepentingan nasio-
nalnya terhadap kepentingan nasional negara lain dengan
meﬁpergunakan kekuasaan, yaitu dengan mempertahankan Kekua-
saan ataupun mendemonstrasikan Kekuasaan, Dalam hal ini
para penstudli dan praktisi Hubungan Internasional dengan
suara bulat sepakat bahwa Justifikasi utama tindakan nega-

ra adalah kepentingan nasional.22

Kepentingan nasional yang
dapat mengalahkan kepentingan nasional negara lain adalah
adanya keselamatan bangsa, seperti yang dinyatakan oleh

Sir Winston Churchill bahwa keselamatan bangsa adalah hu-
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kum yang tertinggi (Salus Populi Suprima Est Lex).23

Jika Jepang ternyata keberatan terhadap penolakan
hak lintas damai Akatsuki Maru dan mengklaim bahwa. Jepang
tidak tunduk pada UNCLOS III, maka permasalahan ini harus
diselesaikan dahulu lewat jalur diplomatik, Apabila cara
ini gagal, maka upaya penyelesaian sengketa mengacu pada
ketentuan Hukum Internasiopal, dalam hal ini pasal 33 Pia-
gam PBB, yaitu para pihak yang bersengketa harus mengupa-
Yakan dahulu penyelesaian sengketa dengan cara damal, ane
tara lain dengan melakukaﬁ.négosiaai, enquiry, mediasi,
konsiliasi, arbitrasi, judicial settlement, atau dengan
menggunakan cara damai lain yang dipilih sendiri oleh pa-
ra pihak, Jika cara-cara tersebut gagal, maka atas perse-
tujuan para pihak, dapatl mengajukan masalah ini ke Mahka-
mah Internasional, Permasalahannya disini adalah adanya
perbedaan konvensi hukum laut yang diratifikasi, Jepang
meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 dan Indonesia meratifi-
kasi UNCIOS III., Permasalahan lain adalah UNCIOS III be~
Jum berlekn secara efektif karena belum diratifikasi oleh
60 negara, tetapi Indonesia tetap dapat mendalilkan pada
ketentuan-ketentuan UNCILOS III karena dengen ditandata-
nganinya UNCICS III oleh 119 negara peserta Konferensi
Hukum ILaut PBB meskipun belum berlaku efektif sebagai
konvensi, Vtetapi ketentuan-ketentuan UNCLOS sudah dapat

berlaku sebagai hukum kebiasaan, sehingga menurut pasal
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38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasiénal, Mahkamah Inter-
nasional dapat menggunakan UNCLOS III sebagal dasar hukum
bagl pengambilan keputusan, karena menurut pasal 3é ayat
(1) bdbutir b Statuta Mahkamah Internasional suatu kebiasaan
internasional dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus
suatu perkara,

Selain penolakan di laut teritorial, Indonesia Ju-
ga dapat menolak masuknya Akatsuki Maru untuk melintas di
alur laut Kkepulauvan Indonesia, Hingga saat ini Indonesia
belum menentukan alur laut kepulawvannya untuk diajukan ke
International Mariﬁime Organization (IMO), dengan demikian
kapal- «negara lain dapat melewati jalur yang biasa diguna-
kan untuk pelayaran internasional, Jalur laut yang dimake
sud antara lain adalah Selat Lombok, sehingga Sela} Lom-~
bok mungkin juga ménjadi alternatif Jepang untuk dilewati
Akatsuki Maru, Menurut pasal 49 ayat (2) UNCLOS III Kedau-
latan negara pantai terhadap alur laut kepulauan meliputi
ruang udara diatas perairan Kepulauan, dasar laut dan ta-
nah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di
dalamnya, 'dan pasal 52 UNCLOS III menyebutkarn adanya hak
lintas damal di alur laut kepulauan, Hak lintas damai ini
dapat ditangguhkan oleh negara kepulauan untuk melindungi
keamanannya. Adanya ketentuan pasal 52 ayat (2) yaitu pe-
nangguhan negara Kepulauan demi keamanannya berarti Indo-

nesia dapat menangguhkan lintas Akatsuki Maru di alur laut

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

37

kepulauan Indonesia Jika pelayaran tersebut berpengaruh
pada keamanan negara kepulauan. Selain itu dengan adanya
kedaulatan negara kepulauan atas alur laut kepulauan, kon-
sekuensinya negara kepulauan dapat menerapkan peraturan
perundang-undangannya untuk mengatur lintas damai di alur
laut kepulauan, Untuk dapat merolak lintas damai Akatsuki
Maru, Indonesia dapat menerapkan PP 8 Tahun 1962 tentang
Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Peralran
Indonesia karena PP tersebut mwengatur juga tentang alur
laut, meskipun bukan alur laut kepulauan Karena pada 'saat
pengesahan PP tersebut masih belum ada regim alur laut
kepulavan, Pasal 2 ayat (2) PP 8 Tahun 1962 menyatakan
bahwa lalu lintas laut damai dianjurkan untuk mengikuti
alur-alur yang dicantumkan dalam buku kepanduan bahari
dalam dunia pelayaran, Sedangkan pasal 3 PP Nomor 8 Tahun
1962 menyatakan %ahwa lalu lintas yang dimaksud pasal 2
dianggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan,
ke%ertiban unmum, kepentingan Indonesia, serta tidak meng-
ganggu perdamaian Indonesia, Jika dikaitkan dengan pela-
yaran Akatsuki Maru, kendala utamanya tetap ada pada muat-
an plutoniumnya yang dapat membahayakan keselamatan ling-
kungan Indonesia, terlebih,jika Akateuki Maru melintas di
Selat Lombok, bahaya pencemaran lingkungan selalu memba-
yangl, perlu diingat Selat Loﬁbok berdekatan dengan Bali

dan Celah Timor yang dapat menjadi sumber devisa Indonesia.

Indonesia persama-sama Singapura dan Malaysia se-
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bagai tiga negara yang berbatasan dengan Selat Malaka~
Singapura Juga menolak Akatsuki Maru untuk melakukan lin-
tas transit di Selat Malaka-Singapura. Indonesia sudah se-
Jak tahun 1957 menerima lebar laut teritorial 12 mil yaitn
dengan adanya Deklarasi yang dikeluarkan Pemerintah Repu-
blik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, ditandata-
ngani oleh Ir. Djoeanda, dan oleh karena itu sering dise-
but Deklarasi Djoeanda, Dengan adanya lebar laut wilayah
12 mil ini, maka untuk selat-selat yang lebarnya kurang
dari 24 mil dan berbatasan dengan negara lain pengukuran
garis batas wilayah Indonesia ditarik di tengah laut. Pa-
da tahun 1969, Malaysia juga telah menerima lebar laut
wilayah 12 mil, karena Indopesig dan Malaysia masing-masing
telah menganut lebar laut wilayah 12 wil, maka garis da-
tas yang jelas dari kedua negara perlu ditetapkan sebabd
lebar bagian selatan darl Selat Malaka tersebut umumnya
kurang dari §ua kall duabelés mil, Setelah mengadakan pee-
ruﬂﬁingan-perundingan di Jakarta, maka pada tanggal 17
Maret 1970 dicapailah suatu persetujuan antara Indonesia
dan Malaysia tentang garis batas laut teritorial masing-
masing negara di Selat Malaka, yaitu dengan menarik garia
tengah dari titik-titik terluar masing-masing negara di
Selat Malaka, Persetujuan ini telah diratifikasi oleh ke-
dua negara dan telah dberlaku sejak penukaran Piagaﬁ Rati-

fikasi pada tanggal 8 Oktober 1971, dan Indonesia mengun-

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

39
dangkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1571,
Dengan demikian maka bagian dari Selat Malaka yang lebar~
nya kurang dari 24 mil kini telah masuk ke dalam laut te-
ritorial Indonesia dan Malaysia, karena itu di bagian se-
lat tersebut berlakulah kedaulatan Indonesjia dan Malaysia.
Indonesia dan Singapura juga telah membicarakan masalah
garis batas laut teritorial masing-masing di selat Singa-
pura, yang telah menghasilkan perjanjian garis batas laut
teritorial kedua negara di Selat Singapura yang ditanda-
tangani tanggal 25 Mei di Jakarta, yang kemudian telah
disetujui oleh DPR RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1973, dan berlaku sejak pertukaran pilagam ratifikasinya
tanggal 29 Agustus 1974. Dengan adanya ratifikasi terse-
but maka Selat Singapura Juga telah masuk ke dalam laut
teritorial Indonesia.dan Singapura, gehingga di bagian
gelat tersebut berlaku kedaulatan Indonesia dan Singapura,
Sebelumnya, pada tarnggal 16 November 1971, Indonesia, Ma=-
laysia dan Singapura telah berhasil menyatakan persetuju- -
an bahwa dalam hal keselamatan pelayaran, Selat Malaka
dan Selat Singapura tidak lagi dianggap sebagai dua selat
tetapl sebagai satu selat yaitu Selat Malaka-Singapura,
sehingga pengaturan keselamatan pelayaran di selat terse-
but menjadi kewenangan Indeonesia, Malaysia, dan Singapura,

Tripartite Agreement antara Indonesia, Malaysia, dan Si-

ngapura untuk melindungi lingkungan laut yang sangat vital
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itu teleh dapat diterima baik dan disahkan oleh Resolusi
IMCO pada tanggal 14 November 1977 dalam sidang Xe-10
Genergl Asaembly,IMCO~di London. Dalam Resolusi IMCO
4.375 (X) tersebut diakui secara jelas "The close relation-
ship between safety of navigation and the pre?ention of
pollution from Bhipa“;24 Dengan diakuinya tripartite
agreement tersebut, maka pengawasan keselamatan pelayaqan
di Selat Malaka=-Singapura oleh Indonesia, Malaysla dan
Singapura telah diakui oleh dunjia pelayaran internasional.
Selat Malaka-Singapura dalam perkembangannya telah
menjadi salah satu selat yang paling ramai di dunia, pa-
dahal selat tersebut sangat sempit karena lebarnya kurang
dari 24 mil, Topografi Selat Malaka~Singapura adalah :
- Panjang selat 500 mil, dengan kedalaman minimum
ada yang sampai 6 meter di bagian selatan atau
Selat Singapura,
~ Kepadatan lalu lintas pelayaran di bagian selatan
| tercatat sekitar 150 kapal per hari dengan berbagai
vkuran dan kecepatan,
~ Sangat berbahaya untuk kapal tangki raksasa diatas
200,000 Dwt, bahkan Kapal Tokyo Maru dengan ukuran
150.000 dwt, pada tahun 1967 pernah menggeser dasar
laut.,
- Menurut hasil survey terdapat kedangkalan~kedang-

kalan kurang dari 23 meter.25
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Laporan international Maritime Bureau yang berkedudukan
di London, dengan disﬁonsori oleh International Chambar
of Commerce mengabarkan bahwa wilayah yang paling rawan
terjadi tabrakan kapal maupun pembajakan di Selat Malaka-
Singapura adalah philip Channel, perairan Indonesia di
Selat Malaka yang berbatasan dengan Selat Singapura, Se-
lama melintasi Channel ini, kapal-kapal tidak dapat ber-
layar melebihi 12 knot karena selain terlalu sempit, Jjuga
terlalu padatnya arus lalu lintas pelayaran di channel
ini.26

Selat Malaka-Singapura selama ini telah menjadi
urat nadi bagi perekénomian Jepang, tarutam; disebabkan
karena 90%‘dari kebutunhan minyak Jepang diangkut lewat

Selat Malaka derngan mempergunakan kapal tanker.27

Xemung-
kinan rute melewati Selat Malaka-Singapura mungkin dila-
kukan Akatsuki Maru, mengingat rute inl adalah rute ter~
pendek menuju Jepang, sedangkan Pemerintah Jepang tetap
pada kebijakan untuk tidak memberitahuksn rute Akatsuki
Maru demj keamanan dan keselamatan pelayarannya, Indohesia,
Malaysia, dan Singapura yang memiliki kedaulatan di Selat
Malaka~Singapura serta sebagai tiga negara yang berwenang
mengatur dan mengawasi keselamatan pelayaran di Selat Ma-
laka~-Singapura, berhak dan berwenang untuk menolak Akatsuki

Maru melakukan lintas transit di Selat Malaka-Singapura

mengingat muatan plutonium Akatsuki Maru yang sangat ber-
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bahaya dan kondisi Sélat Malaka yang sangat rawan terhae
dap tabrakan kapal serta pembajakan, sangat tidak memung-
kinkan bagi Akatguki Maru untuk melakukan lintas transit.
Beberapa kKasus kecelakaan kapal yang terjadi di Selat Ma-
laka-Singapura baru-baru ini adalah :

- Tabrakan antara kapal perusak Amerika Serikat
tIngersoll" dengan kapal dagang Jepang "Matsumi Ma-
ru" pada bulan Juni 1992,

- Tabrakan antara kapal pesiar Royal Pacific dengan
kapal nelayan Taiwan pada bulan Agustus 1992, yang
mengakibatkan tenggelamnya Royal Pacific,

- Tabrakan antara kapal tanker berbendera ILiberia
"Nagasaki Spirit® berbobot mati 96.000 ton dengan
kapal peti kemas berbendera Panama "QOcean Blessing"
berbobot mati 28.000 ton pada bulan September 1992
mengakibatkan terbakarnya tanker "Nagasaki Spirite.

- dan tumpahnya lebih dari 5,000 ton minyak yang mene
cemari pera;ran Belawan ~ Medan,

- Tabrakan antara superianker Maersk Navigator dengan
kapal tanker Sanko Honour pada bulan Januaril 199%
mengakibatkan tumpahnya minyak mentah sebanyak
200.000 ton di Ssmudra Hindia.28

Tabrakan kapal yang sering terjadi di Selat Malaka-Singa-
pura mengakibatkan kotornya lingkungan laut Selat Malaka-
Singapura. UNCLOS III secara keseluruhan dijiwai oleh
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keinginan untuk meningkatkan peérdamaian dan kesejahteraan
seluruh umat manusia, yang dilakukan antara lain dengan
menekankan usaha perlindungan dan pelestarian lingkungan
laut, sehingga adanya penolakan dari Indonesia, Malaysia,
dan Singapura terhadap lintas transit Akatsuki Maru di
Selat Malaké-Singapura dengan alasan lintas transit terse-
but berisiko sangat tinggl terhadap keamanan dan keselamat-
an lingkungan selat, tidak bertentangan dengan UNCIOS III

dan ketentuan Hukum Internasional umumnya.

9Hasjim Djalal, Periuangan Indonesia Di Bildang
Hukum Iaut, Badan Pembinaan Hukum Naslonal, Depariemen
KehakiIman, Jakarta, 1979, h.13-14.

1OMochtar Kusumaatmad ja, Hukum Laut Internasional,
Badan Pembinaan Hukum Nasionai, Departemen Kehaekiman,
Jakarta, 1978 (selanjutnya disingkat Mochtar Kusumaatma-
dja I), h.t12,
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BAB III
KEBEBASAN BERIAYAR DI TAUT BEBAS MENURUT UNCIOS III
DATAM KATTANNYA DENGAN PELAYARAN AKATSUKI MARU

1. Prinsip Kebebasan Berlayar Di Laut Bebas Menurut
UNCLOS ITI

Adalah merupakan suatu ketentuan yang berasal dari
Hukum XKebiasaan Internasional bahwa permukaa; lauvt dibagi
atas beberapa zone, dan yang paling jauh dari pantai di-
namakan Iaut Bebas,

Pasal 86 UNCLOS III menyatakan bahwa laut bedbas
merupakan semusa Bagian darl laut yang fidak termasuk da-~
lam zone ekomomi eksklusif, dalam laut teritorial, atau
dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam ﬁerair-
an Kepulauan suatu negara kepulauan, Jadi sesuail dengan
definisi ini, maka laut bebas terletak jauh dari pantai,
yaitu bagian luar zone ekonomi eksklusif,

' Prinsip hukum yang mengatur regim laut bebas ada-
lah prinsip kebebasan. Namun demikian, prinsip kebebasan
ini harus pula dilengkapi dengan tindakan-tindakan peng-
awasan, karena kebebasan tanpa pengawasan depat mengacau-
kan kebebasan 1tu éendiri. Pengawasan~pengewasan perlu
dilaksanakan agar kebebasan-kebebasan yang terdapat di
laut bebvas dapat terjamin.29

Disamping itu, karena karakteristik umum Hukum ILa-

45
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ut dewasa ini adalah perluasan kekuasaan negara-negara
pantai terhadap laut sekitarnya, maka pembatasan-pembatas-
an terhadap kebebasan ini pun makin lama makin bertambah
banyak dan bertambah penting pula, Secara umum dan sesual
dengan ketentuan pasal 87 UNCIOS III, kebebasan di laut
bebas berarti laut bebas dapat digunakan oleh negara mana-
pun, Sepintas lalu regim ini kelihatan mudah, sedangkan
sebenarnya kebebasan tersebut harus mematuhi berbagai ma-
cam ketentuan,

Berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara baik
negara pantai maupun tak berpantai, dapat mempergunakan
laut bebas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan oleh Konvensi atau ketentuan-ketentuan
Hukum Internasional lainnya. Menurut pasal 87 UNCIOS III,
kebebasan-kebebasan tersebut meliputi antara lain :

b) kebebasan penerbangan;

c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah
laut, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan pada
Bab VI;

(d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan insta-
Jasl lainnya yang diperbolehkan berdasarkan Hukum
Internasional, dengan tunduk pada Bab VI

(e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada per~
syaratan yang tercantum pada baglan 2;

(f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI
dan XIII.

§a§ kebebasan berlayar;

Kebebasan ini Juga berarti bahwa tidak satupun negara yang
dapat menundukkan kegiatan manapun dari laut bebas di ba-

wah kedaulatannya, dan laut bebas hanya dapat digunakan
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untuk tujuan-tujuen damai sedbagaimana yang ditetapkan
oleh pasal 88 dan 89 UNCLOS III.

Pasal 90 UNCIOS III menyebutkan bahwa setiap nega-
ra, balk berpantai mauwpun tak berpantai, mempunyai hak
untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut bebas,
Prinsip ini juga telah lama dipraktekkan oleh negara-ne-
gara, misalnya Swiss, dengan Peraturan.Pemerintah tanggal
9 April 1941 mendirikan perkapalannya yang berkantor pu-
sat di Bale, dengan pelabuhan-pelabuhannya di Sete, Savoie
dan Lisbon. Contoh lain adalah Vatikan, yang mempunyai
kapal~kapal sendiri meskipun tidak mempunyai pantai, dan
kapal-kapal tersebut berlayar di bawah bendera Vatikan
dengan berdasarkan Dekrit 15 Seftemher 1951.30 Dari keten-
tuan pagal 90 tersebut nampak bahwa UNCIOS III tidak mem-
beda-bedakan antara negara pantal dan negara yang tidak
berpantal, karena semna negara dinyatakan berhak untuk
mempunyal kapal~kapal yang berlayar menggunakan bendera
masing-masing di laut bebas,

Ada dua teori tentang laut bebas yang muncul sejak
jaman Romawi, yaitu @

1. Res Nullius
Sebagal res nullius, laut bebas berarti tidak ada yang
memiliki, Tetapl teori ini mempunyal akibat yang nega-
tif, Jika laut bukan merupakan milik suatu nagafa, na-

ka kebebasan yang terdapat di laut tersebut dapat mem-
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punyail akibat-akibat yang ekstrim, misalnya suatu ne-
gara dapat memiliki laut tersebut karena ia mempunyai
kemampuan teknik untuk itu, atau setidak-tidaknya ber-
buat sewenang-wenang di sana, seolah-o0lah laut bebas
jtu merupakan miliknya.

2. Rea Communis
Ini berarti bahwa laut adalah milik bersama, karena
itu negara-negara bebas untuk menggunakannya, Jika
laut itu milik bersama, besrarti kedaulatan laut bebas
berada di tangan negara-negara secara bersama-sama,
dan diatur melalui pengelolaan internasional. Tetapi
kenyataannya tidak demikian, jika diterima gagasan
bahwa tiap-tiap negara adalah pemilik sebagian laut
bebas, dapat berarti bahwa negara-negara tersebut dapat
menggunakan kebebasan di laut bebas dengan sewenang-
wenang, sehingga dapat mengganggu kepentingan negara
lain,
Penyelesaian terbaik adalah dengan menganggap laut bebas
sebagal suatu domaine publik internasional, Yang diutama-
kan adalah sifat kegunaan laut bebas tersebut adalah un-
tuk kepentingan bersama masyarakat internasional, Jadi
laut bebas itu tidak dapat dimiliki oleh siapapun, tetapi
dapat digunakan bersama untuk kepentingan masyarakat inter-
nasional, Kebebasan di laut bebas yang diterapkan oleh se-

mua negara ini harus memperhatikan kepentingan negara la-
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in, seperti ditegaskan oleh pasal 87 gyat (2) UNCIOS III.

Dengan demikian jelas bahwa kebebasan di laut bebas tidak
dapat ditafsirkan secara liberal dan mutlak tanpa mengi-

ngat kepentingan negara-negara lain,

2, Status Hukum Kapal-Xapal Di laut Bebas

Prinsip kebebasan berlayar di laut bebas mempunyal
pengaruh langsung terhadap status hukum kapal~kapal yang
‘berlayar di laut bebas, karena di laut bebas status ini

" didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewe=-
nag eksklusif negara bendera, Hal ini berarti bahwa tiap-~
tiap kapal harus mempunyai kebangsaan, yang merupakan
syarat pokok agar kapal-kapal itu dapat memakal bendera
negaranya.

Dalam mempelajari status hukum kapal-kapal yang
berlayar di laut bebas, ada dua kategori yaitu kapal pu-
blik dan kapal swasta, Perbedaan antara kapal-kapal publik
dan’ kapal-kapal swasta saat ini sudah merupakan suatu ke-
tentuan hukum positif. Perbedaan ini didasarkan atas bentuk
penggunaan kapal, dan bukan atas kualitas pemilik kapal
tersedut. |

Yang dimaksudkan dengan kapal publik adalah kapal
yang digunakan untuk dinas pemerintah, dan bukan untuk
tujuan swasta, Yang termasuk kapal publik adalah @

*

1. Eapal perang
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Pasal 29 UNCIOS III memberikan definisi kapal perang
pebagai berikut

Untuk maksud Konvensi ini, kapal perang bverarti kapsl
Yang dimiliki olek angkatan bersenjata suatu negara
Yang memakail tanda luar yang menunjukkan ciri khusus
kebangsaan kapal tersebut di bawah komando seorang
pervira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah
negaranya dan yang namanya terdapat dalam daftar dinas
niliter yang tepat atau daftar serupa dan yang diawaki

oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan
bersenjata reguler,

Sesual dengan definisi terasebut, maka yang dimakaud-
kan dengan kapal-kapal pérang bukan saja kapal-kapal
perang pérmukaan laut, tetapli juga kapal selam, kapal-
kapal negara lainnya yang bertugas dalam kesatuan
Angkatan Laut, seperti kapal.kapal ranjau laut, kapal-
kapal penarik, kapal-ﬁapal transport Qiliter. kapale
kapal perusak, dan lain;lain. ,
2, K;pal-kapal publik nen-militer
Tidak semua kapal publik merupakan kapal perang. Masih
. ada kategori lainnya dari kapal publik, yaitu kapale
kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan non—milite?.
Contohnya adalah kapal-kapal logistik pemerintah, ka-
pal-kapal riset ilmiah, kapal-kapal pengawas pantai,
den lain-lain. Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa une
tuk menentukan apakah sebuah kapal itu kapal publik
atau tidak, harus diperhatikan pula untuk apa kapal
tersebut digunakan, misalnya sebuah kapal swasta yang

disewa Pemerintah untuk tujuan non-komerslal maka sta-
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tus kapal tersebut selama disewa merupakan kapal pu -

blik, sedangkan bila sebuah kapa) publik disewa sleh
suatu perusahaan swasta untuk tujuan komersiil, waka
status kapa) tersebut selama disewa adalah kapal swas-
ta.
3. Kapal Organisasi-Organisasi Internasional :
Kapal erganisasi-organisasi internasional yang diguna-
kan untuk kepentingan masyarakat internasional dapat
pula digolongkan sebagal kapal publik, Contohnya ada-
lah kapal-kapal yang digunakan Perserikatan Bangsa-
Bangsa, Badan-badan khusus PBB yang lain, serta Badan
Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk keperluan di.
nasnya, maka kapal-kapal tersebut dapat mengibarkan
masing-masing bendera sesual ketentuan pasal 93 UNCIOS
III, '
Sedangkan yang dimaksud dengan kapal swasta adalah kapal
yang kegunaannya ditujukan untuk mencari keuntungan, mi.
salnya kapal dﬁgang, kapal pesiar bagl para wisatawan,
dan sebagainya, Di laut bebas, semua kapal tunduk sepenuh-
nya pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hu-
kum negara bendera. Suatu kapal yang menggunakan bendera
suatu negara harus tunduk pada yurisdiksl eksklusif ne-
gara tersebut di laut bebas sesuai dengan ketentuan pa-

sal 92 ayat (1) UNCIOS IIIX,
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Pasal 96 UNCLOS III memberikan kekebalan pada ka-
pal yang hanya digunakan untuk dinas pemerintsh non-kemer-
nial sebagal berikut " Kapal yang dimiliki atau dieperasi.
kan oleh suatu negara dan digunskan hanya untuk dinas pe-
merintah non-komersial di laut bebas, memiliki kekebalan
penuh terhadap yurisdiksl negara lain manapun kecuali ne.
gara bendera®, Sedangkan pasal 94 UNCLOS III memuat ten-
tang kewajiban negara bendera terhadap kapal-kapal yang
mengibarkan benderanya di laut bebas, kewajiban tersebut
antara lain bahwa setiap negara harus mengambil tindakan
yang diperlukan begl kapal yané memakal benderanya, une-
tuk menjamin keselamatan di laut berkenaan dengan konstruk-
21, peralatan den kelayakan laut kapal (pasal 94 ayat (3)
butir a) dan tindakan demikian harus meliputi tindakan
yang diperlukan untuk menjamin bahwa nakhoda, perwira,
dan sedapat mungkin awak kapal, agar sepenuhnya mengenal
dan diharuskan untuk mematuhl peraturan-peraturan inter-
nasional yang berlzku tentang keselamatan jiwa di laut,
pencegahan tabrakan serta pencegahan, pengurangan dan pe-
ngendalian pencemaran laut serta pemeliharaan komunikasi.
melalui radio (pasal 94 ayat (4) butir c).

Dengan adanya perbedaan status kapal terseﬂut. ma-
ka akan membawa konsekuensl pula bagl penerapan hukum
terhadap kapal tersebut, yaitu bagl kapal swasta yang tu-
juannya komersial maka di laut bebas berlaku yurisdikai
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eksklusif negara bendera, di laut bebas berlaku pula ke-
kebalan terhadap yurisdiksi negara lain selain negara

bendera,

3. Pelayaraﬁ Akatguki Maru Ditinjau Dari Prinsip Kebebas.

an Berlayar Di Laut Bebas Menurut UNCIOS YII

Situasi sekarang ini, Hukum Laut dapat dikatakan
dalam masa transisl, karena secara formal masih belum
ada ketentuan Hukum Laut yang berlaku secara universal,
Ytnia dihadapkan pada situasi dimana sebagian negara ma-
s8ih menggunakan Konvensi Jenewa 1958, diantaranya'Jepang,
sedangkan sebagian lagi telah melaksanakan ketentuan
UNCIQOS III, diantaranya Indonesia, 31

UNCLOS III pada pasal 86 memberikan sedikit per-
bedaan dengan Kenvensi Jenewa 1958, yang hanya memberi
definisi laut bebas sebagal segala bagian laut yang ti-~
dak termasuk laut teritorial ataupun perairan pedalaman
suatu negara, Ketentuan tentang laut bebas dalam UNCIOS
IIT umumnya tidak 5anyak berbeda dengan ketentuan Kon-
vensil Jenewa 1958, Konvensi Jenewa 1958 mencakup 2 kon-
vensi penting, yaltu Konvensi tentang Laut Bebas dan
Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumbep-sum-
ber Hayatli di Laut Bebas. Sebagian besar isi konvensi
tentang Laut Bebas masih ditampung pada Bagian Pertama

Bab VII UNCLOS III yang mengatur tentang Ketentvan Umum
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Laut Bebas, Sedangkan konvensi tentang perikanan dan per-
lindungan sumber-sumber hayati di laut bebas dimuat dalam
Bab V UNCLOS III yang mengatur tentang Zene Ikonomi Tke-
klusif, Konvensi Jenewa 1958 yang mengatur tentang peri-
kanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut bebag
Ini memberikan pengertian regim laut bebas meliputi regim
Zone Ekonomi Eksklusif ditambah dengan apa yang sekarang
dikenal dengan regim laut bebas.32

Sehubungan dengan pelayaran Akatsuki Maru ini, ma-
ka Pemerintah Jepang pada tanggal 9 November 1992 telah
memberikan pernyataan pada masyarakat internasional bahwa
dalam pelayarannya, Akatsuki Maru akan tetap berada di
luar batas 200 mil laut dari wilayah negara-negara yang

dilewatinya.33

Menurut UNCLOS III pasal 56 ayat (1) nega-
ra pantal mempunyai hak berdaulat di Zone Ekonomi Eksklu-
sifnya yang lebarnya tidak beleh lebih dari 200 mil laut
dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur,
hak'berdaulat yang diberikan pada negara pantai adalah
untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi
dan pengelolaan sumber kekayaan alam, serta membangun
pulau buatan dan instalasi-instalasi bangunan yang digu-
nakan semata-mata untuk kepentingan ekonomi negara pan-
tai, Dalam kaitannya dengan pelayaran Akatsuki Maru yang
mengangkut 1,7 ton plutonium ini risikonya terhadap pen-

cemaran lingkungan sangat tinggi, sehingga Jepang memutus~
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kan untuk berlayar di luar 200 mil laut negara pantai

atau di luar Zene Ekonomi Ekskiusit negara pantai, untuk
menghindari kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap
Zone Ekonomi FEksklusif negara pantai, Sebenarnya dalaﬁ
ketentuan pasal 58 ayat (1) UNCILOS III, di Zone Ekonomi
Eksklusif ini semua negara, baik berpantal maupun tak
berpantal menikmati kebebasan bagi pelayaran, akan teta-
pl kebebasan tersebut harus memperhatikan sebagaimana
mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantal dan harus
mentaatl peraturan perqndangrundangan yang ditetapkan
negara pantai. ' A

Berdasarkan pasal 87 ayat (1) dbutir a yang menya-
takan bahwa laut bebas terbuka bagl semua negara dan
berlaku regim kebebasan berlayar, maka Jepang berhak pu-
la untuk melayarkan Akatsuki Maru dengan menggunakan hak
kebebasan berlayar di laut bebas, tetapl konsekuensinya
harus juga memperhatikan kepentingan negara lain sepertl
termuat pada pasal 87 ayat (2), Kepentingan negara lain
disini tidak dijelaskan oleh pasal B7 ayat {2), tetapi
yang pastl disini adalah adanya pembatasan terhadap re-
gim kebebasan berlayar tersebut. Dikaitkan dengan pela-
yaran Akatsuki Maru, maka Jepang harus pula memperhati-
kan kepentingan negara lain terhadap laut bebas, antara
lain harus menjamin keselamatan jiwa di laut, mencegah

terjadinya tabrakan kapal, serta harus mencegah pula
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terjadinya pencemaran di laut, Mengingat muatan plutonium
Akatsuki Maru sangat membahayakan, maka tindakan Jepang
yang bersifat preventif, antara lain memperkokoh konstruk-
8l kapal dan peti kemasnya, memasang peralatan navigasi
yang modern dan canggih, serta selalu memonitor pelayaran
ini dengan satelit dan menyediakan fregat tempur bersenja-
ta lengkap untuk mengawal Akatsuki Maru, hal ini sudah da-
pat dijadikan tolok ukur bahwa Jepang mentaati aturan un-
tuk menjamin keselamatan jiwa di laut, mencegah terjadinya
tabrakan kapal, dan mencegah pencemaran di laut, sehingga
dengan demikian pelayaran Akatsuki Maru tidak melanggar
batasan kebebasan berlayar di laut bebas menurut ketentuan
pasal 87 UNCIOS III.

Akatsuki Maru adalah kapal milik Pemerintah Jepang
yang penggunaannya bukan untuk militer maupun komersial,
maka status hukum Akatsuki Maru adalah kapal publik non-
militer, sehingga menurut pasal 96 UNCIOS IIX di laut be-
bas.akatauki Maru memiliki kekebalan penuh terhadap yuris-

diksi negara lain manapun, kecuali Jepang sebagai negara

bendera kapal.

29Boer Mauwna, op.cit,.,, h.330
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301v4d, n.332,

51 Hermawan Ps.Notodipoero, "Kewenangan Indcnesia
Melarang Akatsuki Maru Lewat Perairan RI" Surabaya Post,
2 Desember, 1992, h.6.

3Zgar;]uangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Badan
Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeril Republik
Indonesia, Jakarta, 1986, h,124,

33"Akatsuki Maru Sampai Di Kepulauan Azores", Kompas,
11 November, 1992, h.1.
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BAB IV
USAHA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN IAUT
MENURUT UNCLOS III DALAM KAITANNYA DENGAN
PELAYARAN AKATSUKI MARU

1. Usaha Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut
Menurut UNCLOS III

Masalah lingkungan dewasa ini sudah menjadi masa -

lah internasional, Adanya pembangunan di semua negara .
rastl berdampak pula pada keseimbangan lingkungan hidup,
Menurut Starke ,"Two of the most pressing problems
confronting the international community at the present
time are those of development, and of the protection and
improvement of the human environment', 3‘A'I(edua masalah
tersebut bahkan menjadi prioritas utama dalam kerangka
kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah lingkungan an-
tara lain disebabkan oleh perkembangan teknologi yang
nampu menghasilkan produksi secara massal dan efisien,
namun menimbulkan akibat sampingan yang berupa pencemaran
terhadap lingkungan, Meskipun telah berhasil dilakukan
pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produksi,
efisiensi, dan kecepatan yang leblh besar, hal terseghut
masih disertail dengan resiko yang lebih besar, scporti
pengzunaan tenaga nuklir, Tragedil kebocoran reaktor nuklir
Chernobyl di negara bekas Uni Sovyet yang mengakibatkan

tercemarnya lingkungan hidup cleh nuklir perlu digunakan

58
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bagi pertimbangan pemdangunan instalasi nuklir di semua
negara.

Laut sebagai salah satu wajah lingkungan hidup,
menurut sifat dan hakekatnya adalah satu dan tidak menge-
nal batas-batas napiocnal dbuatan manusia.35 Dalam hubungan
itu, ditunjukkan bahwa sifat dan watak penccmaran juga
tidak mengenal fataa-batas negara. Dalam masalah pence-
maran lingkungan laut, terkenal istlleh dan pengertign
sifat serta watak pencemaran itu sebagai "transnasional"
yang memiliki akibat-akibat transfrontier (lepas batas).
Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan laut yang
transnasional dan memiliki ak;bat transfrontier adalah
kandasnya kapal tengkl raksasa "Showa Maru" di perairan
Indonesia dalam wilayah Selat Malaka, yang mengakibapkan
tumpahnya kurang lebih 7,000 ton minyak di Perairan Indo-
nesia. Sebagai akibatnya, lautan Indonesia menjadi kotor
dan lingkungan lautnya menjadi tercemar, selain itu ribu-
an nelayan terpaksa menghentikan mata pencahariannya. Aki-
bat berenteng dari kandasnya Showa Maru itu tidak hanya
merugikan lautan Indonesia saja, melainkan Juga lautan
Malaysia dan Singapura, Hal ini menunjukkan bahwa perwu-
judan lingkungan laut itu satu bulat; hingga seluruh ling-
kungan hidup senantiasa terhubung secara utuh menyeluruh,

Mengingat bahaya dan ancaman pencemaran léut, baik

berasal dari daratan maupuvn karena kapal dan kegiatan pe-
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layaran yang akhir-akhir ini cenderung makin menghebat,
maka baik kalangan internasional, regional, maupun nasio-
nal telah bergerak secara nyata untuk menanganl usaha
pencegahan dan penanggulangannya, Berbagal macam Konvensi
internasional diciptakan untuk melandasi kebijaksanaan
dan tindakan~tindakan nyata untuk melindungli lingkungan
lant terhadap bahaya dan ancaman pencemaran sertia bentuk-
bentuk pengrusakan lain., contoh konvensi tersebut misal-
nya International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships (1973). UNCLOS III pada Bab XII Jjuga
memuat tentang usaha-usaha perlindungan dan pelestarian
lingkungan laut, hal ini menunjukkan bahwa negara-negara
sudah semakin besar perhatiannya terhadap masalah pence-
maran lingkungan laut dan bersama-sama berusaha untuk
dapat mencegah bahaya pencemaran terhadap lingkungan laut.

Definisi tentang pencemaran lingkungan laut terda-
pat pada pasal 1 ayat (1) butir ke-4. UNCIOS III, yaitu ;

Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh
manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan
atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk estua-
ria, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat
buruk sedemikian rupa seperti kerusakan psda kekayaan
hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kese-
lamatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan
di laut, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan
laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan
alr laut, dan pengurangan kenyamanan,

Definisi pencemaran lingkungan laut oleh UNCIOS IIT ini

sama dengan definisi pencemaran lingkungan laut yang di-
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kemukakan oleh GESAMP (The United Nations Group of Experts
on the Scientific Aspecfs of Marine Pollution, yang meru-
pakan kerjasama para ahli dari IMO, FAO, UNESCO, WHO, dan
IAEA) yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan laut
hanya disebabkan oleh perbuatan manusia saja.'36
Pendapat tersebut diatas senada dengan Mochtar Ku-
sumaatmadja yang mengemukakan definisi pencemaran ling-
kungan laut asebagai berikut :
Pengertian pencemaran laut adalah perubahan pada ling-
kungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh ma-
nusia secara langsung ataupun tidak langsun% bahan-
bahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk
muara sungai) yang menghasilkan akibat yang sedemikian
buruknya, sehingga merupakan kerugian terhadap keka-
yaan, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan ter-
hadap kegiatan di laut, termasuk perikanan dan lain-
lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan daripada
kualitas air laut, %%? menurunnya tempat-tempat pemu-
kiman dan rekreasi."
Pengertian pencemaran lingkungan laut menurut Mochtar Ku-
sumaatmad ja juga.menampakkan bahwa pencemaran laut dapat
terJadi hanya bila diakibatkan oleh perbuatan manusia,
Perbuatan manusia yang dikategorikan dapat menimbulkan
pencemaran laut adalah perbuatan yang akibatnya menimbul-
kan kerusakan, kerugian, dan membahayakan lingkungan laut.
Dengan demikian meskipun lingkungan laut mengalaml keru-
sakan yang dapat merugikan kekayaan hayati, tetapi kalau
memang kerusakan itu bukan diakidatkan oleh perbuatan ma-
nusia, maka hal itu tidak dapat digolongkan sebagai pén-

cemaran laut. Contoh kerusakan lingkungan laut yang tidak
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diakibatkan oleh perbuatan manusia adalah masuknya zat-
zat kimia (misalnya belerang) ke dalam lautan sebagai
akibat letusan gunung berapi (misalnya letusan Gunung
Krakatao) atau akibat gempa bumi,.

Khusus mengenai sumbexr pencemaran laut, UNCIOS TII
menyebutkan ada 6 sumber, yaitu :

1. Pencemaran yang berasal dari daratan (pasal 207) ;

2. Pencemaran yang berasal dari kegiatan dasar laut
yang tunduk pada yurisdiksi nasional (pasal 208) ;

%3, Pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan di
area (pasal 209) ;

4. Pencemaran karena dumping (pasal 210} ;

5. Pencemaran yang berasal dari kendaraan air

(pasal 2%1)

6. Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara

{pasal 212),

Untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan laut,
maka pasal 192 UNCILOS III memberikan kewajiban pada semua
negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut,
Setliap negara harus pula mengambil tindakan yang perlu un-
tuk mencegah, mengurangi dan mengawasi pencemaran ling-
kungan laut, baik sendiri-sendiri atau dilakukan bersama-
cama dengan negara lain., Tindakan tersebut antara lain da-
pat dilakukan dengan jalan memberlakukan perjanjian bila-

teral atau multilateral. Contoh kerjasama negara-negara da-
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lam usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran ling-
kungan laut adalab adanya Tripartite Agreement 1971 anta-
ra Indonesia, Malaysia, dan Singapura itentang Pencegahan
dan Penanggulangan Pencemaran Laut di Selat Malaka dan
Singapura. Selain itu negara pantai dapat pula memberla-
kukan perundang-undangan dan peraturannya terhadap kapal-
kapal asing yang melintasi laut wilayah dan zone ekonomi
eksklusifnya dalam rangka pencegahan, pengurangan dan
pengawasan pencemaran terhadap lingkungan laut, Perlin-
dungan dan pelestarian lingkungan laut yang termuat pada
Bab XII UNCLOS III ini penerapannya tidak hanya di laut
bebas saja, melainkan juga di laut teritorial, zone

contiguous, dan zone ckonomi eksklusif.

2. Pelavaran pAkatsukj Maru Ditinjau Dari Usaha Perlin-

dunean Dan Pelestarian Linckungan Hidup Menurut

UNCLOS ITI

Xontroversi yang terjadi saat adanya keputusan Pe-
merintah Jepang untuk mengangkut plutonium lewat laut da-
ri Prancis menuju Jepang adalah karena sangat berbahaya-
nya plutonium tersebut bagi lingkungan hidup. yvang paling
glgih dalam menentang pengapalan plutonium tersebut ada-
lah "Greenpeace" yaitu suatu organisasi non-governmental
yang bergerak di bidang lingkungan hidup, Selama berlang-

sun;'nya pelayaran Akatsukil Maru, Greenpeace selalu memba-
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yangl. Greenpeace bahkan mengirimkan.pernyataan resmi kepa-
da semua pemerintah negara pantai untuk menolak masuknya
Akatsuki Maru ke dalam laut teritorial negara pantai. Da-
lam pernyataan resmi tersebut, Greenpeace memang bertujuan
membangun opini masyarakat internasional akan bahaya yang
menyertal pengangkutan plutonium itu, Usaha gigih Green-
peace tampaknya berhasil kKarena semua negara pantai meno-
lak Akatsuki Maru berlayar di laut teritorial mereka dengan
alasan keselamatan dan keamanan negara pantai.

Sesungguhnya jika ditinjau dari usaha masyarakat
internasional untuk melindungi dan melestarikan linghkungan
laut, pelayaran Akatsuki Maru ini benar-benar berisiko iting-
gi bagi kesejahteramn lingkungan laut, Sebuah kasus yang
dapat dicontohkan adalah peristiwa kecelakaan kapal milik
pritish Nuclear Fuels Limited (BNFL) pada tahun 1983.yang
menyebabkan pencemaran nuklir di sepanjang Pantai Cumbrian
Inggris. Menurut penyelidikan para ahli, akibat pencemaran
nuklir tersebut menyebabkan anak-anak yang tinggal Qekat
lokasi kecelakaan tersebut mengidap leukemia.38

Pasal 192 UNCIOS III meletakkan kewajiban pada se-
tiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan
laut, dan pasal 195 UNCIOS III mewajibkan negara-negara
untuk tidak mem;ndahkan, bailk secara langsung atau tidak
langsung, kerusakan atau bahaya dari suvatu daerah ke dae-

rah lain, atau mengubah suatu bentuk pencemaran ke dalam
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bentuk pencemaran yang lain, Hal ini dapat diartikan bahwa
pasal 185 UNCLOS III tidak membenarkan pelayaran Akatsuki
Maru, karena dalam pelayaran tersebut Akatsuki Maru meng-
angkut plutonium yang termasuk kategori bahan berbahaya,
dari Prancis menuju Jepang.

Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan,
pasal 235 UNCIOS IIY mewajibkan negara-negara pencemar
lingkungan laut untuk memikul ganti rugi sesuai dengan hu=
kum internasional, Pasal 236 UNCIOS III memberikan hak ke=
kebalan bagi kapal-kapal milik Pemerintah yang digunakan
untuk kepentingan militer maupun non-komersial, untuk tie
dak tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab XII tentang Perlin-
dungan dan Pelestarian Lingkungen Laut URCLOS III. Dengan
domikian maka ketentuan-kelentuan tentang perlindungan dan
pelestarian lingkuﬁgan laut tidak dapat menjangkau Akatsuki
Maru, kerena status Akatsuki Maru adalah kapal Pemerintah
non-militer yang digunakan tidak untuk tujuan komersial,
selain itu Jepang tidak meratifikasi UNCIOS III sehingga
tidak tunduk pada ketentuan UNCIOS IIX., Jika dalam pelayare
an Akatsuki Maru ternyata menimbulkan gangguan terhadap
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, maka negara-
nepnara yang terkena dampaknya dapat mengajukan gugatan ber-
drearkan ketentuan-ketentuan Deklarasi PBB pada Konferensi
Lin-kungan Hidup Tahun 1972, hal ini mengingat Jepang juga

menjadi pihak peserta dalam konferensi ini, Dalam konferen-
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si ini seluruh negara memproklamasikan antara lain pada

butir keduanya sebagai berikut

The protection and improvement of the human environment
is a major issue which affects the well-being of peoples
and economic development throughout the world; it is

the urgent desire of the peoples of the whole world

and the duty of all Governmentis.

Ada 26 prinsip dari Xonferensi Lingkungan Hidup 1972, an-

“tara lain

Principle 2
The natural resources of the earth, including the alr,
water, land, flora_,and fauna especially representative
samples of natural ecosystems, must be safeguarded for
the benefit of present and future generationsa through
careful planning or management, as appropriate.

Principle 7
State shall take all possible gteps to prevent pollution
of the seas by substances that are liable %to create
hazards to human health, to harm living resources and
marine life, to damage amenities or to interfere with
other legitimate uses of the sea.

Principle 22
.8tates shall co~-operate to develop further the inter-
national law regarding liability and compensation for
the victims of pollution and other environmental damage
caused by activities within the yurisdiction or control
of such States to arecas beyond their jurisdiction.

Ketentuan-ketentuan Konferensi Stockholm 1972 tentang Ling-
kungan Hidup dapat dijadikan dasar hukum oleh negara-negara
jika dalam pelayaran Akatsuki Maru terjadi pencemaran ling-
kungan hidup mengingat ketentuan-ketentuan UNCIOS III ten-
tang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut tidak
dapat menjangkau Akatsuki Maru dengan adanya hak kekebalan
pada pasal 236 UNCIOS III.

Dalam sebuah kasus illustrasi, seandainya dalam pe=
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layaran Akatsuki Maru tersebut terjadi kebocoran pada peti
kemas plutonium akibat tabrakan antara Akatsuki Maru de-
ngan kapal tanker Yunani di laut bebas yang merembet hing-
ga mencemari ZEE Indonesia, maka penyelesaian sengketanya
cukup rumit, hal ini disebabkan adanya perbedaan Konvensi
Hukum Laut yang diratifikasi oleh para pihak, Bagi Jépang
dan Yunani yang sama-sama meratifikasi Konvensi Jenewa 1958
maka penyelesaian sengketa menurut pasal 1 Optional Pro-
tocol Konvensi tersebut adalah sengketa antara Jepang dan
Yunani harus berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Interna-
sional, dan dapat diajukan secara sepihalk oleh pihak-plhak
yang bersengketa karena para pihak Jjuga menjadi peserta
protokol.39 Sedangkan perscngketaan antara Jepang dan In-
donesia karena keduanya tidak menganut konvensi hukum laut
yang sama, maka terlebih dulu harus diupayakan penyelesai-
an lewat jalur diplomatik, Jika cara diplomatik gagal, maka
penyelesaian sengketa dilakukan menurut pesal 33 Piagam PBB

: deﬁgan menempuh jalan damai, bila cara tersebut masih ga-
gal, maka atas kesepakatan kedua pihak dapat membawa kasus
ini ke Mahkamah Internasional, dan menurut pasal 38 ayat
(1) Statuta Mahkamah Internasional, ketentuan UNCIOS III
dapat dijadikan dasar hukum karena sudah menjadl hukum

K¢ bilasaan.

%. Perlanggungjawaban Jepang Terhadap Akibat Dari Pelayaran

Akatsuki Maru
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Memang selama pelayaran Akatsukl Maru tidak terjadi
hal-hal yang tidak dihavapkan, misalnya pembajakan kapal,
tabrakan kapal, maupun pencemaran lingkungan laut, namun

|
mengingat kebijakan Pemerintah Jepang untuk terus mengapal-
kan plutonium hingga tahun 2010, perlu dipertimbangkan lagi
dampaknya bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan
'laut, Hal ini mewajibkan Pemerintah Jepang untuk lebih mem
perkokoh keamanan terhadap Akatsuki Maru bila hendak me-
lakukan pengangkutan plutonium kembali, atau bahkan mem-
pertimbangkan kembali penggunaan plutonium sebagal bahan
bakar bagi reaktor nuklirnya, karena pencemaran nuklir ti-
dak mudah untuk menanggulanginya dan membutuhkan waktu
ribuan tahun untuk dapat menghilangkan radiasinya,

Jika dalam pelayaran pAkatsuki Maru terjadi polusi,
maka negara yang terkena dampak pencemaran tersebut dapat
menuntut pertanggungjawaban Jepang. Menurut Starke :

. In the field of state responsibility for nuclear
activities, there has to be, subjeet to the nature of
the situations arising and subject to reasonable
general qualifications, some form of strict or absolute
liability, The difficulties here are not to be
minimised. The safety of the international community
can not be ensured under a system whereby a State
would be responsible only if it were proved to be
negligent in the wanagement of nuclear fuels and
nuclear installations, This involves the additional
difficulty which in some instances may require
thie problem of insurance to be dealt with, of
the availability of sufficient financial resourceg,
to moot large-scale liabilities for major damage,

segara-negara yang menderita kerugian akibat pencemaran

puklir tersebut dapat menuntut tanggung Jawad seketika
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(strict liability) atau tanggungjawad mutlak (absolute
liability). Konsep tanggungjawab mutlak diartikan teruta-
ma sebagal kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditim-
bulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggungjawab
mutlak adalah tidak adanya persysratan tentang perlu ada~-

41; Sejak pertengahan abad ke-19, asas tang-

nya kesalahan.
gung Jawadb mutlak telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya
untuk beberapa macam kasus,.yang gebagian besar adalah
berkaitan dengan risiko lingkungan, ¢iri lain dari tang-
gungjdwab mutlak adalah adanya pembalikan beban pembukti-
an, schingga merupakan tanggungjawab tergugat (pencemar)
untuk membuktikan bahwa_.keglatanckaglatannya yéng mengane
dung resiko tidalk mempunyai akibat-akibat yang berbahaya
atau menimbulkan gangguan (pencemaran atau pengrusakan),

Semula untuk menimbulkan pertanggungjawaban negara
perlu adanya kerugian yang diderita, namun sekarang tidak
perlu adanya keruglan yang benar-benar diderita. Pada ta-
hun 1973, Komisi Hukum Internasional PBB menentukan bahwa
pertanggungjawvaban negara tidak memerlukan adanya kerugi-
an yang benar-benar diderita.ég‘ Misalnya dalam hal pe-
langparan hak asasl manusia, yang dapat mengajukan tun-
tatan bukan hanya negara korban pelanggaran hak asasi ma-
nisia torsebut,

Dalam kasus Akatsukl Maru ini, Pemerintah Jepang

tidak bersnlah menurut Iukum Taut Internasional karena

PELAYARAN AKATSUKI MARU ... POENGKY INDARTI



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

70

setiap negara, bailk berpantal maupun tak berpantsi, ber-

hak untuk melayarkan kapalnya di laut, termasuk laut te-

ritorial negara lain dengan hak lintas damai, Tetapi jika

pelayaran pAkatsuki Maru tersebut ternyata mengakibatkan

kerugian pada negara lain, maka Jepang dapat diminta per-

tanggungjawabannya. Dalam hal ini Jepang dianggap telah

menyalah gunakan haknya., Adapun ganti rugl yang dituntut

dapat berwujud' :

1e

2.

Restitusi

Atau tindakan pemulihan, adalah mengembalikan keadaan
dengan segala yang mungkin, sehingga dapat tercapail
keadaan seperti semula,

Kompensasi

Yaitu pembayaran uwang sejﬁmlah kerugian yang diderita.
Kompensasi harus meliputi semua kerugian yang ditimbul-
kan, termasuk pula kerugisn tidek langsung ntau kerugie
an immateriil,

Satisfaction

Merupakan pelunasan kerugian yang tidak bisa dibayar
dengan uang, misalnya yang menyangkut kehormatan negara,
Satisfaction dapat dilakukan antara lain dengan melaku-
kan permintaan maal secara resmi,

Jika terjadi persengketaan antara Jepang dengan ne=-

gara yang dirugikan, dalam artian tidak dapat lagi disele-

saikan lewat jalur diplomatik, maka negara yang dirugikan

SKRIPSI
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(i
depat mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Internasio-
nal, dengan terlebih dahulu disepekati oleh Jepang untuk
mengajukan masalah ini menjadi yurisdiksi Mahkaemah Intere
nagional, Hal ini dilakukan bila negara yang dirugikan
adalah peserta UNCLOS III karena Jepang bukan negara yang
meratifikasi UNCILOS III, maka Jepang tidak akan tunduk
pada ketentuan-ketentuan UNCLOS I1IX, Penyelesaian sengke.
ta akan diserahkan kepada kebljaksanaan Mahkamah Interna-
sional untuk menggunakan dasar hukumnya, Bila negara yang
dirugikan adalah peserta Konveansi Jenewa 1958, maka menu-
rut ketentuan pasal 1 Optional Protocol pada Konvensi Je-
nowa 1958, negara tersebut dapat mengajukan persengketaan
tersebut ke Mahkamah Internasional baik dengan persetu-
juan maupun tanpa persetujuan Jepang, karena Jepang sen-

diri merupakan negara peserta Konvensi Jenewa 1958.

34J.G.S‘tarke, An Introduction To International
Law, Seventh Bdition, Butiterworih & Co.lLtd., London,
T2, 0,374,

358t.Munadjat Danusaputrs, ep.cit., h.264,

56Michael Hardy, Definition And Form Of Marine
Pollution New Direction In e ollected

aw : C Gai
Tapers LLl The BriTish LNELitute Thternational And

Comparative Law, London & Oceans Publication Inc,,
Dobbs Ferry, New York, 1973, h.73.

37Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampail Hukum Laut,
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Bina Cipta, Bandung, 1978, h, 177.

3889ymour Javlon,"Investigation of the Possible
Increased Incidence of Cancer in West Cumbria: Cancer in
Population Living Near Nuclear Facilities", TAEA Bulletin,
Vol.2, Februari, 1991, h.20,

39Abdul Rasjid, Upaya Penyelesalan Sengketa Antar.
negara Melaluil Mahkamah Internasional {The Internaiional
Court ol Justice), [ina [Imu, Surabaya, 19023, h.46,

40y, &.starke, op.cit., h.310-311,

41Koesnadi Hard jasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,
Edisi Kerima, Cetakan Kedelapan, Gadjah Hada University
Press, Yogyakarta, 1991, h,359.

42Mohammad Burhan Tsanl, Hukum dan Hubungan Inter-
nagional, ILiverty, Yogyakarte, 1390, h, 47-40,
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BAB V
PENUTUP

1. Xesimpulan

as DitinJau menurut kotontuan UNCLOS IIT tentang lintas damal
dl lput teritorial, negara pantal dapat menolak pelayaran
Akatsuki Maru di laut teritorial negarua. pantai sesuai de-
ngan ketontuan pasal 19 ayat (1) Jis pasal 19 ayat. {2) bu-
tir h, pasal 21 ayat (1) butir a: dan. f, dan pasal 25 ayat
(1), DL alur laut kepulauan, negara kepulauan dapat menolak
masuknya Akatsukl Maru sesuai dengan ketentuan pasal 49
ayat (2) Jo pasal 52 ayat (2),. dan. penolakan. Akatsuki Maru
melewati Selat. Malaka sesual dengan ketentuan pasal 45,

b, Batasan kebebasan Serlayar di laut bebas m;nurut pasal 87
UNCLOS IIIX adalah harus memperhatikan: kepentingan. negara
lain, kepentingan tersebut antara lain harus mencegah. ter-
jadinya tabrak;n,,menjaﬁin kegelamatan. jiwa di laut,, dan |

lmancegah torjadinya poncemaran lingkungan laut, Pelayaran.
Akatsukl Maru tidak molanggar batasan-batasan tersebut.

c.. Pelayaran Akatsuki Maru melanggar ketentuan pasal 192 dan
pasal 195 UNCLOS III, namun dengan adanya hak kekebalan
terhadap kapal-kapal Pemerintah non-komersial, maka keten~
tuan. yang dapat digunakan. adalah ketentuan Xonferensi Ling-
ftungan Hidup PBB di Stockholm tahun 1972. Jika dalam pela-

yaran Akatsukl Maru terjadli pencemaran lingkungan, maka

pertanggungjawaban yang harus dipikul Jepang adalah membe-

73
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rikan. gan{l rugl dalam bentuk remtitusi dan kompensasi ke~

pada negara yang torkena dampak pencemaran,

2+ Saran

ae Dalam kasus Akatsukl Maru ini, Pemerintah Indonesia dapat
mengambll manfaat. positifnya dengan. negera mehata kembali
porundang-undangan Indonesia yang menyangkut tentang psr«
alran Indonesia, termasuk pula membahas tentang lintas kae
pal nuklir asing dan kapal pengangkut nuklir asing.

be IAFA dan. IMO sebagal badan intsrnacional yang berwenang
mengeluarkan perijinan bagi pslayaran. kapal ngklir maupun.
kapal pengangkﬁt nuklir harus lebih selektif lagl dalam
mengeluarian. perijinan, karena pelayaran. Akatsuki Maru di
1Aut bebas dengan berpegang pada freedom of navigation. da~
pat menimbulkan proseden buruk bagl pengangkutan. nukliy
dengan kapal di kemudian hari.

Cs Semun negara wajib untuk melestarikan lingkungan laut ka-
rona laut adalah "Common Heritage of Mankind" sohingga de-
ngan adanya perbedaan konvenel hukum laut bukanlah suatu
alasan untuk tidsk wajib melindungi dan melesterikan ling-
kungan laut,

d. PBB dan nogara~nogara peratifilkasl UNCLOS III hendaknya
mongadakan peﬁdekatan politis pada negara-negara: yang bve-
lum meratifikael UNCLOS III, schingga UNCLOS ITTI dapat se=

gera berlaku efcktlif dan mungkin kelak dapat tercapal pula
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adanya unifikasi di bldang Hukum Laut Intornasional.
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4. Location of Japanese tuclear Power Statiows (as of Feb. 5,

1992} '
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FEATURES

Specifically, nuclesr power prodhices radionctive

byproducts and wastes that, in the long temy,

might not remain isolited from the regions of the
earth’s crust and the atmosphere occupicd by life
forms, i.e. from the biosphere. Therefore, the
expected inflow rute of rxdioactive materials into
the hivsphere caused by the disposal of these
byproducts and wastes should be a small fraction
of the predivied inflow rate to the biosphere of
comparably hazardous natural radioactive

materials (which would either naturally enter the

biosphere from the geosphere or be produced in
the biosphere). Moreover, as local environmen-
tal concentrations of radioactive materials could
affect populations of species in the biota, the
inflow rate of such materials to the environment
shall be limited (0 ensure (hat neither whole
species be endangered nor imbalance be created
dmong species.

Fifth principle: Optimization of protection
and safety, Nuclear insiellations shall be sih-
ject to the best pratection and safety easures

-reasonably achievable under the prevailing cir-

cumstances. ‘

In order to reduce further the radiation risks
due to any particular nuclear installation, it is
necessary to consider how best o use resourecs
for improving protection and safeiy. The
preferred selection among the available protec-
tion and safety options shall be the optimum, so
that the magnitude and likelihood of radiation
exposures — wherever and whenever such ex-
posures can be foreseen — and the number of

people exposed, are all kept as low as reasonably -

achievable, economic and social factors being
taken into account. The magnitude and
likelihood of the individual exposures shall be
constrained in order 10 reduce possible inequities
among the exposed population,

Sixth Principle: Procedures of defense-in-
depth. Procedures vf defense-in-depth-shall he
implemented to compeusate for potential
Jarlures in provection und safety.

To compensate for purential human and
mechanical failures in ihe attainment of prot-
ection and safety, defense-in-depth procedures
shall be implemented at all stages linking a
nucleac installation 1o peogle's exposure. They
must be centred on several levels of pro-
visions; thus, a (uilure on one level should be

" compensated for or corrected by subsequem

levels, providing a level of protection and
safety greater than is achievable through any
single provision. The procedures shall place
principzl emphasis on measures serving to pre-
vewt accidents by limiting the likelihaod of
sequences of events leading o exposure of

people or to releases of radioactive materials”

1o the environment. Fuarther mitigatory mea-
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sures, including procedures for managing poten-
tial accidents, for emergency preparedaness and
for subsequent remedid] actions, shall be
prepared and available to reduce substantiaily
the effects of an accident.

Seventh Principle: Application of ‘sound
technical criteria. P)'f)(«(:lir)l: and safety shail be
based on sownd engineering andmanagement,

*gueality assuranve, traned and qualified person-

ael, comprehensive assessments, and lessons
Srom expericace and research.

The siting, design, construction, comimis-
sioning, operation, maintenance, waste manage-
ment, and decommissioning of nuclear installa-
tions shall be based on sound engineering,
proven by testing and experience and reflected in
approved codes and stundards mnd other ap-
peopriately documented instruments, and o# reli-
able managerial and organizationat feawres,
with the aim of ensuring protection and safety
thioughout the life cyele of the instullanon. A
quality ussurance system ‘of planned and sys-
tematic actions -shall provide adequate con-
fidence that the specified requirements are sasis-
fied. All personnel on whom protection and
safety depend shall understand their respon-
sibilities and be trained and Qualilied to perfonm
their duties according to defined procedures:
nevenheless, the, possibility of human error shall
be considered as one of the primary contributors
to accidents, and provisions shall be made 10
reduce this contribution and (o provide means for
detecting and correcting or compensating for il
Well-documented and ‘independently reviewed
assessments shall be conducied at the different
stages in the life of the nuclear installation. Or-.
ganizations concerned shall ensure that due
recognilion be given 10 future developments in
technicul criteria; that the results of research
relevant to protection and safety be exchinged,
reviewed, analysed and applied; and that lexsons
from experience be learned and acted upon.

Eighth Principle: Attuinment of a protec-
tion and safety. culture. An e¢stablished
protection and safety culture shall govern the
actions and interactions of dil persons and
organizations engaged in activities connecied
with nuclear power,

Essential elements for the achievement of
protection and safety in aclivities connected
with nuclear power are the personal dedicauion
and accountubility of ail those who are
engaged in them, panicularly of those at the
corporate and management level, Consequent-
ly, a protection and safety culiure shall. be:
inculvated, wcluding an all pervading safety
consciousness an the part of the persons con-
cerned, which requires an'inherently question-
ing wititudy, the prevention of complacency., u
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FEATURES
JTRRIRES

Definition of terms

The term nuciear powsr is used lo mean lhe
praclice ol generating electricity by nuclear means.
#includes any relaled activily, such asthe operation
of nuclear inslallations, that may increase the back-
ground exposura of people to radiation, ft encom-
passes the full cycle ot actlivities needed lor the
practics, from the exiraclion of the raquired raw
matenals for the nuclear (uat 10 the final disposal ol
radioachve wasles.

The term nuciear instailationis used 10 mean
any physical entity within the nuclear power praclice
thatmay cause radialion exposure by emitting ioniz-
ing radiation or raleasing radoactive maternials. Ex-
amples of nuclear installations are nuclear power
plants ang reposiones 1or radioactive wastes.

The ferm radfation axposure s used (0 mean
beng subyect to konzing radiation; & specihically
mlars [o wradighon ot persons, either from Qutside
thi body or due lorad.oaciive malerials incorporated
n'o the body, and is measured by radiological quan-
*ues such as absorbed dose, equivalent dase, or
eitectve dose. The radiation exposwe dus 10
nuctear powar is Not ntended bul adventitious {1.e,
cotatefal to the purpose).

The lerms protaction and safety are used to
mean the quality of nuclear power and nuclear in-
slatlations of bang unlikely to cause hurl, danger or
Mury dus 1o radiation exposure and, therefore, not
able to de.wer unaoceplable radiation fsk; the term
also applies 10 the means for achieving protection and
safely, such as vanous procedures and devices jor
koeping people’s risks as low as they can reasonably
ba and wahin prescrbed constraints, for praventing
acoidents, and for mitigaling {he consequences ol
accidents — should they occur. The term ancompas-
ses the technical gis¢iplines ol nuclear safety and
radiological protecton (including radicaclive wasle
management and disposal).

Theterm operatoris used to mean a legal person
o tegal enlily with recognized nghts and duties for
yparaling 2 nucieas inslaltation; the tarm applias o any
nd.vidual, organization corporation, partnerstup, firm,
$380Cial0n, trust, estale, public or privale  shtotion,
Jraup, of any peltical or adminisirative enlii: . wiio or
~hxch has accepted possession of a nuclear instala.
wn and 15 in complete charge of it, with full respon-
ublty and commensurate authority for its oparation in
tpgroved activities.

The term intervention is used to mean any
acton intended o decrease exposures due 1o in-
henled de facio sivations connected with nuclear
powsr such as radioaclive residues irom previous
events. Intervention can be undertaken by altenng

SKRIPSI

the naetwork of the pre-existing causes of exposure,
exposure pathways and exposed individuals, e.g. by
eliminahng the causes of the exposuie, mogdilying
the existing exposure pathways, or changing
peopla's habils, circumslances or achons so as to
preclude their exposurs.

The term magnitude of exposure is used 1o
mean the amount of the quaniity measunng the
exposure {e.p. dose). the 1erm ilkeithcod ol ex-
posure is used to mean probability of occurience of
the exposure, i.e. the degree of baligf thal the ex-
posure will actually occur, under the tondrhon thal
reasonable assumplions have been made on lhe
ba5|s of the available inlormation.

‘The term radiation riskis used to mean a mulli-
dimensional quantily expressing hazard, danges or
chance of harmlui o7 njurious ¢conseguences that
can be aitnbuted o the radiat:on exposure. lt ielales
lo objective quantiies such as the probab:.ty that
specific deleterious consequences may anse and
iha magniude and character of such consequences;
il may also include subjeclive cansiderations such
as familanty with, and wilingness or veluntariness
in incurning, the hazard and knowiedge of the con-
sequences

The lerm Individualis used 1o mean an ideal-
ized human being representative of the group of
parsons expecied 10 receive the highest radiation
exposuras, wherever this group may be located and
whenever the axposure may occur; ihis group being
reasonably homogeneous with raspect o factors
thai atfect the expasures of its membars.

The term defense-in-depth procedures s used
o thean a sysiem of protection and sataty pravisions
applied at all stages linking a nuclear installation o
people’s exposure whereby all related activilies,
whether organizational, behavioural or equipment
related, are subject to layers of overlappihg
provisions, so that if a failure should occur it would
be compensated for or corrected,

Theterm protection and safely cultureis used
10 mean that assembly o characlenstics and al-
litudes in persons and organizations which eslab-
lishes thal, as an gvarnding priority, protecton and
safely issues raceaive the altention warranted by their
signiticance. ' .

Thelerm International regime s used to Mean
an inlernalronal system aimed at the global har-
monizalion ol radiation prolection and nuclear salety
whereby Stales retain prime responsibibly, pre-
emingnce, and hegamony in ils ragulabon.

IAEA BULLETIN, 2019292
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commiiment o execlience. and 1he tostering of
hoth personal accountability and corporaie self-
regulation,

Ninth Principle: Respowsibility af

. aperators. The operator of a anclear installation

xhadl bear the witimate responsitrtite for protec-
tian cand safety,

The ultimate respansibility for protection’

and safety shall rest with the operator ol
nuclear installation and shall not be diluted by
the activities and responsibilities of its designers,
manufacturers, suppliers or constructors, of of
the competent regulatory authorities, Neverthe-
less, the designers, manutacturers, suppliers, and
constructors of the installation shall be required
us & ninimum to provide a sound design and
equipment that meets its specilications in terms
of both engineering detail and performance of
the intended function: and complies with quality
standards commiensurate with the protection anel
safety significance of components or systems.
The operator shall be responsible for specifying
and ensuring that the design and construction of
the installation meet the relevant protection and
safety requirements, and for establishing and
maintiining procedures, arrmogements, and a
competent and fully trained statt in order 16 en-
sure the safe operation of the instailation under
alt conditions during its operative iife. The opc-
rator shall also esiublish a policy for adherence
to pratection and salety requirements and proce-
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dures, amb ensire thiat responstbiities are well-
defined wnd dovumented and that protectian and

ssafery-related resourees and Facthties ure

place, '

Tewth Principfe: Reduction of de facte ex-
posures. Radiation exposure due ta previgms
evenrs coennected with nuclear pover shondid,
wherever justified, be reduced iy puervenhon

People may be subject to radtation exposure
due to inberited, de fucm siwations, (De facte
exposures connected with nuclear power are
those due to radiouctive residues from previous
events, such as contaminations from old acci-
dents,) In order to reduce the magnitude and
liketihood of such exposures, governmental or-
ganizations should undertake protective
meusures' by means of intervention, provided
that the proposed intervention doey more good
than harm and that its form, scale, and durdtion
are optimized so that they may be regurded as the
most appropriate under the prevailing economic
and social conditions. Intervention includes ac-
tions for eliminatingthe causes of the exposure,
modifying the existing exposure pathways, or
changing people’s habits, circumsiances or ac-
tiony 50 as fa precidde thétrexposure,

’

Ep"oguemm_

In September 1991, the International Con-
ference on the Safety of Nuclear Power: Strategy
for the Futurg, in Vienna, declared in its final

~document that “there is a need to consider an

integrated international approach to all aspects
of nuclear safety ...". At the sume time, the 35th
Regulur Session 'of the TAEA General Confe-
rence — while considering measures to

. strengthen international co-operation in malters

relating 10 ruclear safety and radiological pro-
tection — inter afta noled the potential vidue of
approaches for promating un infemational re
gime, reaflinmed the vital necessity of strenpth-
ening inteenational co-operation, and stressel
the need to vonsider a hurmonized international
approach. .

The time seems ripe for making a proposal
that may eventually evolve inle 4 new fun-
dumental principle of radiation protection and
nuclear safety, numely:

The wnstition of an imternational regmte 1o
sipport o globally harmaonized approache to it
aspecis of radiation and sectear sfery

An imernational convention can be ther 1o
mad vehice for such aregime and for provading
ade gpre enlireement of the lundamental pesnge
ples of protection and salety Tor nuclear power 7
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Fundamental principles of protection
and safety for nuclear power

' . v

" A proposed basis for a harmonized approach

to radiation protection and nuclear safety

The purpose of this seport is to present a draft
of 4 coberent set of fundamental, principies of
protection and safety for nuclear pawer, which
might be considered as a basis for developing
formal principles for an eventual de jure adop-
lion by governments. The objective is to faci-
litwte agreements for a global hamonization on
criterin 1o offset perceived threats from nuclear
power 1o health and the environment,

- - ¢ ——_— - ——r ——————

Qver this cemury, a vast amount of informa-
tion has been gained on the health effects of
exposure to nuclear radiation (hereinafter refer-
red to us radiation) and on technologics for pro-
tection against radiation and for the safety of
nuciear power, Such comprebensive under-
standing derives fromt extensive’ research and
development programmes and experience
around the world, The results of this unprece-
dented vltort have been regularly compiled by a
unigue intermational hody — the United Nations
Sciemtitic Committee on the Effects of Atomiic
Radiution (UNSCEAR) — sy well s by stien-
tihe and ¢ngineering professional arganizations
at both the nnional and intemational level.

On thes basis, the so-called sadiation proiee-
son wd nuctear safety communities — a farge
number of seentists and iechnologists with prae-
neal expenence and exvpertise in rdiobiology.
radiztion and puctear physics and engineering —
have elaborated basic prowection and safety ab-
jectives, The cammon abjective of radiation pro-
weenion and noclear safety is o protect indivis
duals, society . und the environment — including
populitions of species other than human ~—

D Gonzates i the Depurs Dieetess of the TAEA

the sithisr s o nat necessardy sepresent dhise of the 1AEA
af pavermuents of the Meoiber Stses,

PELAYARAN AKATSUKI MARU .

Dryvgsim of
Niean Nareiy The vies s eapressed are e tespraissbliy uff

against adverse effects of radiation. Comple-
mentary objectives are 10 keep risks ciaused by
radiation exposure as low as reasonably achiev-
able and below prescribed constraints, and 1o
prevent nuclear accidents and, should they
occur. (0 mitigate their radiofogical consequen-
ces. The objectives encompass the protection
and safety of all people exposed. or polentially
exposed, 1o radiation because of nuclear power,
They include ethicat obligations to protect tuture
generations und to preserve the natural state of
the environmenl, and cover the entire cycle of
activities required for nuctear powers — from the
acguisition of raw materials to the final disposai
of wasies. '

In order 10 achieve these objectives, a num-
ber of general and fundamental principles have
been developed on an intermational Jevel. A
global de fucto consensus on such principles his
been achieved by internationatly respected ex-
pert badies: they notably include the long estab-
lished Imemnativnal Commission on Rudiclogi-
cal Protection (ICRP). which has issued recom-
mendations oo rwdisgtion protection sinee iy m-
ception in 192K, and the relmively new Interna-
tional Nuclear Silety Advisory Group (INSAG).
which under the ausprees of the TAEA has heen
fonulating nuclenr safety concepts since 985S,
Such recommendations shdeoncepts provide the
Banis Yor mierniional salery standards, such as
the TAEA/ILOOECD-NEA/WHO Basic Satery
Standards (BSS), the Nuclear Safety Standards
ol the JAEA Nuclear Safety Stndards Advisory
Group (NUSSAGY, the Repulations for the Safe
Trmsport of Radivactive Matenals of the TAEA
Standing Advisory Groop on the Safe Transport
of Radioacive Marenals {(SAGSTRAM), and
the forthcoming wasie maaagement standards of
the JAEA Waste Management Advisory Group
(WAMAG).

The pm\upicx presemed an the fepont are
hased mamly of ICRP and INSAG recommen.

dations but o tncorporate tew develapments
POENGKY INDARTI
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that han e recently been discussed atimtesnational
torumy o protectny and safely,

The pronesples are nterrelated and thew enu-
muration does nat imply any order of precedence,

the protection and salety philosoply em.
hadied e the priiciples mitraduces g new ethic
ol i vidual and collective coexisleace in-
solverg environmenal pollutants. one that
mav el hecome indispensable m the tace ot
vrowing global pupulation and interdepen-
denee. The ponceples con — mutatis mirandis

atso he applied (o oiher potential hazards ot
the madeen industrial world, including those
catsed by alternative means of penerating
CHergy.

Fundamental principles

First principle: Regulation by Govern-
memis. Governments shall estahlish o legal
tramesork and independenr regudaiory evgani.
wttans for ensweing protection and safety in
nuclear power.

Governmenis shall bear the primary respon-
vhility for adopting and continuing 10 use
noclear power and for controlling nuclear instal-
fations and the radintion exposure fhey may
deliver.“They shall establish o legal framewaork
tor protection and safety and provide the neces-
sary inleastruciure for the implememation of the
fegal requirements, including the allocution of
wuflicient resources. They shall also advocate
the necessary research and development acti-
vilies and foster the exchange and dissemination
of relevant information. Governmuents shall in-
stiete the formal mechamsms tar discharging
such responsibilities by introducing legtslinon
that extabhshes regulitory organizations and as-
stgns the prime responsibility for protection and
satery 1o the operators vl nuclear msiallatons,
Phe regubaory argamizations shall estabhish
protection and salety norms, regulations, god
ciles and standards - = meluding exelusions and
Swaaiptions - and provide fur therr enloree-
ment Fhey shall insniitute foronal « - s dor
sovernmwenmtal registrativon and hicensng, or othee
sanstony means, sod for surveillnce. monilor-
meooresaea seribeation and anspection af

sudlear iestudbanons, They shall adso tike any.

cintareemgnt achons as well as require teasible
varteelive twons by uperators, The regulatory
o zagieis shal act independentiy of the sup-
phiers of puddear installations and ol their upe-

e the separanen ol the respansibilines of
e regulalory organizations and those ol mher
jrarties shall be clear, so that the regulators retain
thorr independence as o protection and salety
autharity and are guarded from undoe extemal

SKRIPSI PELAYARAN AKATSUKI MARU ...
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anflecoce. " Governments are alsn expeated 1o,
presciihe mlerveniion 1o reduce, pre-uaisting cx-
pusares dug 10 previous events connected! whh
nueker power, o v
Second principle: Justificaiion of nucledr
pawer. Nuclear power shall e justified in rela-
s o alieraative aptrans Jov esergy praduction,
NucTear power —like all alteenative options
for energy production — has detrimental effects,
and these include adventitious radiation expo-
sure ol peaple. The adoption and continuntion of
@ nuclear power programme shall be justiticd on
(he basis that it should produce sufficient henetit
to the exposed individual or to society Lo
counterbalunce the radiation detriment it may
cause. and that the net benefit should bé gremer

than that for alierative options, The magnitude

and hikelihood of exposures.expected from
nuclear installations shall be explicitly wken into
account in the justification process.

» Third principle: Protection of individuals,
The exposive of individuals consed by huclear
power shafl he limied,

Nuclear power may cause advenlitious radia-
tion exposure ol people and thus radiation risk
antributable to the exposure, In order to ensure
that no person be subject to an yuributable risk
that may be judged 1o be unsccepiable, the mag-
nitode and the lihelihood al the expasure of any
individual caused by nuelear power shall be
limited. As each nucleas installation can con-
tribute to the tolal magnitude and hkelihood of
the individual’s exposure, the exposure due to
cach installation shall ‘be constrained o ensure
compliance with the hmitation, Myreover. as
some instadlations con relesse long-lived ridio-
aetive materitls that move theough the etiviran-
ment and may expose people distant from the
installation and people of future generations, the
limttation shall be ensured wherever winl wheo-
ever the expasure s joreseen, In particylar, in
arder o fuliil an ethical obligatioh v Tutore
generations, the cumulative exposure by the rel-
cases of radioaclive materils into the environ-
meat caused by the contmuation o nuclear
power programmes shall be linnted (o a0 Jevel
audged 1o be aceeprable a the nme ol the
decision 1o refeise.

Fourth principle: Preservation of the en-
viremment, Nurtear povcer shalt not jeopardize
the weneral waturad atate of the enviranniend.

Precavnons shall be taken o limit any
glakal cavirenmental changes [hill.L'lll'.lm cone
ceivably be brought abaut by nuclear pawer.
The purpose sl be o ensure that the nataral
state ob the envicomment is generally preserved
within itssnonmual variations and abat the avai-
Tability of natural resources needed for i suse
Liinable development v not compromised,

IAEA BULLETIN 211992
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Inventory of radioactive matéerial
entering the marine environment

To help assess the impact of past and present waste
management practices, an information base is being developed

1

The development of nuclear energy and its ap-
plication 1o electrical power generation, and (o
medicine and research through the use of
radioisotopes., has brought with it the creation of
radioactive wastes. Some of these wasies hive
entered (he marine environment. Five main
categories of human activities leading 1o con-
tamunation of the maring environment can be

d"tsﬁﬁfq_uishcd:
¢ the explosion of nuclear weapons, either in

the atmosphere or during underwater testing;

® 1he controlled release of low-level radioac-
tive tiguid ef(luents from nuclear power plants,
reprocessing plants, industry, hospitals, scien-
tific research cenl. . 1nd nuclear weapons
facilities:

# the disposal on the ocean floor of low level
radiouclive waste, usually packaged. originating
at any of the previously mentioned facilities;

® lhe Chemabyl accident, which caused a
direct deposition of radionuctides o jocal seas
or a deposilion on their catchment areas: and

® marine accidents involving radioactive
matenals, for example, the loss of a vesse! such
as a nuclear-powered submarine cor a ship carry- -
ing nuclear fuel, the loss of an aeroplane carring
ms‘ or the re-entry of a satellite
containing nuclear malerials.

The concerp of many nations to prevent ;
radioactive pollution in the marine environment
1s expressed in many international convenlions,
such as the Law of the Sea Convention, the
Landon Dumping Convention (LDC), and the

"Code of Safeiy for Nuclear Merchant Ships. (See

hox, puge 26.) The conventions have entrusted
the IAEA with specilic responsibilities to carry,
out studies and give definitions and recommen- |,

Mr Calinet s g stalf micsiben ol Labaeatowre S0, Mewohepie
de Ulaviconnement m France amd My Sioblom s o vait
member of the JARA Dhivistare uf Noctear Fael Cycele amud

Wante Mansgusent, s
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ﬂduon:, g_oncqm prev nt_m_n _gf radioactive

ontamination of she seas
‘Regently, m;,LDquU°SICU the TAEA 10
~develop an uwcntory of radloacuve wasics
*entering the magpg environment from all sour-
*ges. The rationale forcreatmglhe inveniory is to
establish an infgrmation base which can be used
lo provide accuraie data for assesslng the impact
of any waste management practice which .
:cleases radioagtive waste. into,the seazThe in-/
ycnlory would also serve as a dcterrcm against’
the disposal of more waste than recommended
'into a single oceanic basia. ’

The Inventory database
A programme to develop suchan invenlory
has been siarted at the 'AEA. The system has -
been planned so that it has the capacity for:
® siorage of information on past practices and
accidents, inclusion of future information; and -
® uccessibility of the' information needed in im-
pact assessment, calcylutions, and comparisons,
A computerized dutabuse has been estab-
lished with three miodules. .
@ sea disposal operations of low-level radiouc-
tive wasles;
o accidents and fosses at sea which may lead to
adirect release of radionuclides into the seu; and
o controlled low-leve! radioactive liquid
releases into coastel waters from nuclear plants.
Each database module has been estabfished
separately for the storage and rapid retrieval of
specific informmion reguesied Sor cach source.
A system which lunclions as a semory automat-
ically corrects the dala forradivetive decay,
The availubility of mfummation oe mdio-
nuclide inpuls urising front different praciices
varies greatly. Thus, the information ou inpuis
due w the atmospheric and underwater aucicia
weapons ests s dimiied dae 1o the conbiden-
tbiy of the data, whercas their consequences i
POENGKY INDARTI
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Nonrh-East Pacific

11 sites

Wes! Pacific —"‘@

16 sites 15 siles 5 silas
. 0.55 P8q 2.94 PRq 42.31 PBq 0.02 PRq
the eurine environment are well known. The  Sea disposal of low-leve! waste " Worldwide
controlled releases of low-level radioactive lig- ' distribution of

wid ettluents frem civilian nuclear facilinies are
weil documented by national awthorities.

The United Nations Scientific Commiuee on
the Etrevts of Atomie Rudiation (UNSCEAR)
renadically reviews the data on radicactive con-
tain hion of the environment. In s reports,
dats -+ 'tquid effluent releases and the resuhis of
rudiodenical impaet asaessments associated with
these pracices are presented. as well as those
vonnedted with the nuclear weapon tests and.
more  recently,  the Chernobyl accident, The
UNSCEAR documents can be of direct use for
compuralive purposes in relation to the vanous
rcedaes troan the nuclear tuel cyele,

Bey aise the sources of marine contaminaiion
Jue o e disposal aperations™ and “accidents
and fases abseit™ are most closely relaled (o the
ablzetinves of the LDC, the eleventh consuluative
swating - TY8RY ot the Convention gave priority
o fhe eatdadlishment by the TAEA ol the
ditubases on these sources. This urticle presents
a smimimary ol the data collected on low-level
radioactine waste disposed of at sea and on (he
accadents and lossex g sea eeported by Membwer
States of the JAEA.

SKRIPSI
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As the first output of the thventory database
ihe IAEA in 1991 published the document lnven-
tory of Radioactive Matertal Entering the
Marure Envirommenr: Sea Disposal of Radivac-
tive Waste* 11 was presenied during the 14th
Consultative Mecting of the Comracting Purties
to the LDC in 1991, This document prpvides on
il couniry-by-country basis the information on
the disposal sies and the yearly amounts of
radionuctides disposed of ar these locitions,

. Muny ditfesent kinds of wuste have been
dispased of in the sea. Various amounts of low-
level radioactive waste have been disposed of al
more than 50 sites in the nonhern pust of the
Atlantic and Pacific oceans, The first sea dis-
posal operation ook place in 1946 atu site in the
North-East Pacific Ocean, about 0 kin off the
coast of California. The s otficially known
disposal operation was it 1982, «t a site aboul
S50 km ol the European continental shelf in the
Attantic Qcean. {See miap.)

CHALA TEC-DOC S8 Vienna (1R

IAEA BULLE TIN, 311392

reportad sea sites
used for disposal
of low-leve!

radioaclive waste
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The international legal Iramework related to
radioaclive waste praclices at sea includes:

Law of the Sea:

] Tha liest United Nations Conference on the Law
of tha Sea in 1958 recommended specifically that
‘the JAEA should pursue whatgver studies and ake
whataver action is necessary 10 assist Slates in
controlling the di.rm:zige or release of radioactive
malerials lo the seq. »« zromulgating standards, and
In drawing up internauonally acceptable ragulations
lo prevent pollution of the sea by radioactive
materials in amounts which would adversaly affect
man and his marine resouices”.

London Dumping Convention:

The Convention for the Preventien of Manne
Pollution by Bumping ol Wastes and Other Malter
{London Cumping Convention, LOC) entered nto
force in 1975, The LDC prohibits, infer aka, the
dumping o} high level wasles and requires that
low-fevel wastes ba dumped anly alter a special
permit has been issuad. A record must be kepl of
the nature and quantities of the matier dumped and
the location, timg, and methad of dumping.

The LOC enirusted the JAEA with specific
rasponsibilifies, sspacially to evolve a definition of
high-level radioactive wastes unsuitable for disposal
at sea, and 10 make recommendalions to national
authorities on the issue of special permits.lor acean
disposal of tow-level radioactive wastes. The 1AEA
was mandated 10 keep its definitions and recom-

—

—— ——

mendahons 1o limil tha impact ¢! the disposal cpera:
lion under review.

Voluntary moratorium on disposal:

(n 1983, during the 7th Consullauve Meel.ng al
the Contracting Paries 10 the LDC, concem was
axpressed about possible damage to the maine
rasources due 10 the dumping ot low-level w,
mainly by countries that did nol have a direcl share
in the banefits of nuclear energy. An armendment to
the LOC annexes was proposed 1o prohitid the dis-
posal of all radivaclive waste al sea. and a resolyiion

" calling {or suspension ol all disposal of radicactve

wasies was adopted. Tha Contracting Parties kina.ly
agreed on a voluntary,non-binding moratonum an
ocean disposal of low-level wastes whde awai: ng
1he conclusions of an inm@r-governmental panet ol
expens (0 consider the wider scienfic as weli as

_paktical, legal, economic, and social aspects of sea

disposal of iow-leval wastes.

Salety Code for Nuclear Merchant Ships:

Tha International Convention lor the Safety of
Lite at Sea contaning salety recommendalions ap-
phcable 1o nuciear merchant ships was signed n
London in 1960. Salety requirements for nuclear
ships came undar the responsibility of the Interna-
tional Maritime Qrganization (IMO)in 1974. The IMD
Subcommittee on Ship Design and Equipment pul
exiensive and detailed work nlo the praparation of
a Safely Code tor Nuctlear Merchant Ships which
was published in 1581,

During these years, an estimated 46 PBq (1.7
MCi) of rudioactive waste originating from re-
search, medicine, nuclear industry, and military
activities were packaged. usually in metal drums
lined with a concrete or bitumen matrix, and
disposed of at sea. The inveniory also includes
some unpackaged waste and liquid waste which
was disposed of between 1950 and (960, Beta-
gamma emitters represented more than 98% of
the total radioactivity of the waste. There weré
fission and aciivation products, such as tntinm,
carbon- 14, iron-53. cobal-58 and 60, strontium-
90, and caesium-137, Of these, tritium alone
represents one-third of the total amount of dis-
posed radionuclides. The wasle also contained
low amounts of alphu-emitting nuclides, with
pluionium und americium representing 96% of’
the alpha emilters present. i |

Until 1977, sea disposal operations were per-
formedd under national authority, In 1977 the
Council ol the Organisation tor Econoimic Co-
operation and Development (OECDy stugted
co-ordinate seean disposal operations of s
Member States and ser-up o Co-ordinated Re-
scarch and Environmental Surveillance
Prageamume (CRESP) 0 keep the subtubility of
disposal sites under review. As a result, the
North-lZaa Atlamic dumping sile, which was
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used until 1982, was surveyed on a yearly basis,
A radiologicul survey of the Pacific and North-
West Atlantic Ocean sites is carried out from
time to time by the US and Japanese environ-
mental protection agencies. So far, samples of
sea water, sediments, und deep sea organisms
cotlected on the various sites have not shown any
excess inthe levels of radionuclides above those
due to fallout from nuclear weapon tests, except
during certain occasions when caesium and
plutonium were detected at elevated levels in
samples taken close to packsges at the disposal site.

Recently, there have been reparts thut
radioactive waste dumping has occurred in the
Arciic seas (Barents and Kara Seas). Itis zlleged
that some of the wastes are high Tevel and that
dumping has occurred in recent years. An offi-
cial request by the [AEA for information on the
alleged dispusal operatians and a scientific
cruise planned in the late summer of 1992 iy
expected to pravide turther detiils on thiy
dumping uctivity. | a

Accidents and losses at sea

Vurious human sctivities may, due o ucti-
dents or loss al sta, lead 10 direct releases of
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rahonuctides into the marine environment.  couraged by the prospect of the durability and Locations of
These sources and applications tan be divided  independence of the fue) capacity. Intheeventof ~ reported accidents
nto: an accident, a range of consequences can be @t seainvolving
® nucleur reactors used for the propulsion of  postilated including the leakage of significant - radicactive
sarfuce ships and submorines; amounts of radionuclides and. in the worst case, ~ Materiais

9 nuclear weapons carried aboard surfuce
ships, submarines, aireraft, and rockels;

® radwiotope thermoclectric generators
1R{Gs) used 10 generate electricity for marine
navigation aids, unmunned weather stations, and
spucecratt;

# ealed rudiouctive sources used in engineer-
Ing. construcnion, oil and gas prospecting and
extraction; and

& cergoes of radioactive malerials i (ransit,

A detailed draft document entitled Invesiory
vf Ruaiwat tive Material Entering the Murine Lau-
viponment. Avadents und Losses of Sew was
presented during the last consultative meeting of
the LDC. 1t was based on open literature and
some of the acurdents reporied have been con-
firmed oflicially by the Contracting Partics to the
LDC. It will be finzlized when supplementary
mfurmation'is recerved. The document presents
a deseription of the accidents ar sea includag
lncations, guantiies of radivactive material in-
volved, und momitoring. (See nugr.

The development of nuclear prapulsian fog
seigoing vessels started an the 9SG0 -
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the loss of a vessel along with its nuclear reactor
on the sea {loor. 4

No civilian losses of nuclear-powered ves-
sels nor accidental keakage into the manne en-
vironment have been reported. However, for
military vessels, four nuclear-powered sub-
marines have been officially reponted as being
lost in varjous places in the Atlantic since 1963,
The depth of the accident sites, below 1500
metres, and the technological difficulties in-
volved huve not yei permited the recavery of the
nuclear reactors. The airtight steel shell of the
reactor vessels is designed to contgin confamina-
tion from cither normal or accidenta! operating
conditions and is expected to limin the amount of
rudionuclides released into the marine environ-
meat. In addition ta the four ofticially confirmed
losses of nucleur submarines, several other los-
sex have been reported, but not conlimied.

The auaber of nucleas weapons associated
with the accidents stated above s unknown.
However, nuclear materials used in nuclear
weapon and nuctear weapons thenselves have
been olficially reported tost at sea following the
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The JAEA's database will
include information
mbout losses ut g4,
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losses of military aircraft and rockets, One
nuclcar weapon has since been recovered, the
others were tost at deep-se sites and i sites {or
which only approximate coordinates are known,
Another lype of accident which may lead 1o
direct or indirect contamination of the marine
environment is one involving spacecruft. Four
nuclear-powered spucecralt have been lost over
the sea. Three of these had RTGs on board con-
taining plutonium-238. One RTG vaporized
during re-entry, causing a widespread low-level
contamination, and two fell into the sea. Of
these, one was recovered without release to the
environment and the other ts still on the seabed,
The fourth sateliité, containing an enriched
uranium (U-235) reactor, se-entefed the eanh’s
atmosphere due to a malfunction. 1t is likely that
the reactor core broke into small fragmenis
which feil into the South Atlantic Ocean.
Sealed radiation sources are commonly used
for a variety of purposes in the offshore oil and
gas industry, such as radiography and bore-hole
logging, as well as marine navigation aids.
Several losses ol sesled sources have occurred as
a result of shipping accidents, during transpona-
tion or in connection with dumage of the drilling
installatons. In general. due to the packaging
and the properties of the containment, the
releases will tuke place over a long period and
the radiological consequences of particular inc(-
dents will be relatively minor, In some cases,
sources have been recovered intact although the
recovery wis nol consitlered pecessary by the
nation:l authorities. .
Concern also has been' expressed reparding
the safe ransport of radioactive materiabs, Sue
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1989, the IAEA has gencrated a computerized
aceidem and incident reponiing system, covering
all shipments of rudiouctive materials, In the
civilian surface ship calcgory. a civilian carrier
sank with its cargo of nuclear material in shallow
water in 1984, However, it was rapidiy
recovered before any contamination of the en.
vironment occurred. .

Radiological surveys including sumpling of
sea water, sediments, and deep sea organisms
near the various sites of the past accidents, main-
ly those of the submarines, are carried out from
time to time. So far, monitoring data has not
shown any excess in the levels of radionuclides
above those due to fallout from nuciear-weapons
testing, exvept in cerlam samples collected close
to the wreck.

e— da

Development of the inventory database

The 1AEA will make every effort 1o respand
to the request of the LLDC to maintain an invern.
tory of radiouctive wustes entering the marine
environmeni, The databuse on sea disposal
operations of Tow-level radioactive wastes will
be completed in the near future, it the alleged
dumping operations in the Arctic Seas are con-
{irmed. The development of the database on ac
cidents and losses at sea needs a serious cun.
tribution from TAEA Mcmber States. At present,
the inventary cohtainy a great deal ol data ubout
accidents which hive been publicly reponed, hul
not olfivially L(Illllﬂ!lgd
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